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i 
 

PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN STANDAR KOMPETENSI 
LULUSAN TERHADAP KUALITAS PELAYANAN  PENDIDIKAN SMA/MA 

DI KOTA TANJUNGPINANG 
 
 

NURHAYATI 
NIM  : 016082678 

nurhayatitpi@yahoo.co.id 
 
 

Abstrak 
 

Kata Kunci :  Implementasi Kebijakan, Kualitas Pelayanan Pendidikan, Teknik 
Analisis Korelasi 

 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh implementasi 

kebijakan standar kompetensi lulusan terhadap kualitas pelayanan pendidikan 

SMA/MA di kota Tanjungpinang. Penelitian ini menggunakan metode survey, sample 

dan kuesioner sebagai alat pengumpulan data utama. serta menggunakan analisis 

jalur. Dalam pengolahan data menggunakan alat bantu komputasi SPSS versi 17.0 for 

Windows. 

Alat uji statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis 

korelasi. Teknik Analisis Korelasi pada dasarnya merupakan upaya untuk melihat 

variasi yang bersamaan antara satu variabel dengan variabel lainnya guna 

memperoleh gambaran tentang keterkaitannya antara variabel bebas dengan variabel 

terikat, baik dalam kekuatannya maupun kemampuan prediksi variabel bebas terhadap 

variabel terikat. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan standar 

kompetensi lulusan berpengaruh terhadap kualitas pelayanan pendidikan SMA/MA di 

Kota Tanjungpinang. Besarnya pengaruh variabel tersebut terhadap kualitas 

pendidikan sebesar 66,60%. Sedangkan sisanya masih ada faktor lain (epsilon) yang 

tidak terdeteksi/tersembunyi sebesar 33,40%. 
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EFFECT OF NATIONAL EDUCATION POLICY IMPLEMENTATION OF 
THE QUALITY OF EDUCATION SMA / MA IN 

CITY TANJUNGPINANG 
 
 

NURHAYATI 
NIM  : 016082678 

nurhayatitpi@yahoo.co.id 
 

Abstract 
 

Keyword:  Policy Implementation, Quality Education Services, Technical Analysis 
of Correlation 

 
 The purpose of this study was to determine the effect of policy implementation 

competency standards for the quality of educational services SMA/MA in the city of 

Tanjungpinang. This study uses survey methods, sample and questionnaire as the 

main data collection tool. and using path analysis. In processing the data using 

computational tool of SPSS version 17.0 for Windows. 

 Tools of statistical tests used in this study is the correlation analysis technique. 

Correlation analysis technique is basically an attempt to see the same variation of one 

variable with another variable in order to gain an overview of association between 

independent variables with the dependent variable, both in power and predictive 

ability of the independent variables on the dependent variable. 

 The results showed that the implementation of competency standards policy 

affects the quality of educational services SMA/MA in City Tanjungpinang. The 

magnitude of the influence of these variables on the quality of education as much as 

66.60%. While the rest are there other factors (epsilon) is not detected/hidden by 

33.40%. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN KERANGKA BERPIKIR 

A. Deskripsi Teoritik 

Kajian teori yang dimaksudkan  akan menjadi landasan dalam penelitian ini 

dengan mengemukakan berbagi konsep, teori yang berhubungan dengan variabel 

implementasi kebijakan dan kualitas pelayanan pendidikan kemudian akan 

menemukan landasan teori atau berlandaskan teori siapa yang akan digunakan dalam 

penulisan Tugas Akhir Program Magister (TAPM) ini. Hasil analisis sistesis teori-

teori yang dimaksud akan  dirumuskan dalam suatu konstruk, yang dapat digunakan 

untuk menemukan indikator-indikator setiap variabel. Dari indikator-indikator itu  

selanjutnya akan disusun butir-butir instrumen penelitian. Lebih jelasnya uraian 

teoritis setiap variabel penelitian dimaksud akan diuraikan. 

2.1.  Implementasi Kebijakan. 

Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam 

keseluruhan tahapan kebijakan, karena melalui prosedur ini proses kebijakan secara 

keseluruhan dapat dipengaruhi tingkat keberhasilan atau tidak tercapai tujuan sesuai 

dengan isi kebijakan itu (Erna Rahima 2010). Karena itu, peneliti akan membatasi 

kajian penelitian ini pada tahapan implementasi. Implementasi merupakan terjemahan 

dari kata “implementation”, berasal dari kata kerja “to implement”. Menurut Tachjan 

(2006:65) implementasi berasal dari bahasa Latin “implementum” dari kata “impere” 

dan “plere”. Kata “implere” dimaksudkan “to fill up”, to fill in”, yang artinya 

mengisi penuh; melengkapi, sedangkan “plere” maksudnya “to full” yaitu mengisi. 

Selanjutnya kata “to implement”  mengandung tiga arti sebagai : (1). Membawa ke 

sesuatu hasil (akibat); melengkapi dan menyelesaikan; (2). Menyediakan sarana (alat) 
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untuk melaksanakan sesuatu; memberikan yang bersifat praktis terhadap sesuatu; (3) 

menyediakan atau melengkapi dengan alat.   

Saefullah (2007:37) mengatakan implementasi kebijakan “berupa pelaksanaan 

keputusan oleh lembaga-lembaga pelaksana, termasuk kegiatan monitoring oleh 

fihak-fihak yang berwewenang”. Kemudian Tachjan (2006:25) mengatakan 

implementasi kebijakan publik “merupakan proses kegiatan administratif yang 

dilakukan setelah kebijakan ditetapkan/disetujui”. Sedangkan Van Meter dan Van 

Haron (dalam Agustino, 2006: 153) mendefenisikan implementasi kebijakan, sebagai  

“tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat 

atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya 

tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan”.  

Dalam konsep implementasi kebijakan terkandung pengaturan dan 

pengelolaan lebih lanjut kebijakan (manajemen kebijakan) sedangkan yang dimaksud 

dengan pelaksanaan kebijakan adalah pelaksanaan operasional. Implementasi 

kebijakan merupakan alat administrasi, dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur 

dan teknik bekerja-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau 

tujuan yang diinginkan.  

Dalam implementasi kebijakan, selalu akan terbuka kemungkinan terjadinya 

perbedaan antara apa yang diharapkan oleh pembuat kebijakan dengan apa yang 

senyatanya dapat dicapai dari pelaksanaan kebijakan. Gejala ini oleh Andrew Dunsire  

(Nugroho, 2003:35) dinamakan sebagai implementation gap (suatu istilah untuk 

menjelaskan keadaan di mana dalam proses kebijakan selalu terjadi perbedaan antara 

apa yang diharapkan pembuat kebijakan dengan apa yang senyatanya). Atau Gap itu 

sendiri menurut Winardi (1999:181) adalah “penyimpangan antara Das Sollen 

(standard) dengan Das Sein (situasi kenyataan yang diperoleh) atau A problem is a 
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deviaation from a standard (or from certain objective to be reacfed). Besar kecilnya 

perbedaan gap tersebut akan tergantung pada apa yang oleh Walter Wiliams (dalam 

(Nugroho, 2003:39) disebut sebagai “implementation capacity” atau kapasitas 

implementasi. Implementation capacity tidak lain ialah kemampuan suatu 

organisasi/aktor untuk melaksanakan keputusan kebijakan sedemikian rupa sehingga 

ada jaminan bahwa tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen formal 

kebijakan dapat dicapai. Karena itu, agar kebijakan dapat  diimplementasikan para 

implementor perlu memahami model implementasi kebijakan itu sendiri, sebagai 

suatu  kerangka pemikiran tertentu. Adapun pemahaman tentang model implementasi 

kebijakan akan diuraikan lebih lanjut. 

2.2. Model-Model  Implementasi Kebijakan. 

Ada beberapa model implementasi kebijakan yang dirancang  para ahli, model 

kebijakan publik yang dapat diadopsi para implementor, sebagaimana dikutip dari 

hasil penelitian yang dilakukan Sitorus Monang dan Siagian Nalom dalam laporan 

penelitiannya “Pengaruh Impelementasi Kebijakan Perizinan IMB terhadap Kualitas 

Pelayanan Publik Studi di Kota Medan (2010:9). Model kebijakan publik yang 

mereka rumuskan  tidak  hanya satu, ada berbagai macam sesuai dengan kerangka 

berpikir pembuat dan pemakai model tersebut. Para perancang model tersebut seperti 

(1). Charles O. Jones,  (2). Donald Van Metter dan Carl Van Horn, (3). George C. 

Edward III, (4). Merilee S. Grindle; (5). Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier (6).  

Hogwood.   

Dari beberapa model pemikiran para pakar mengenai karakteristik 

implementasi kebijakan yang dikemukakan di atas dapat diprakondisikan model-

model implementasi kebijakan sebagaimana disajikan pada Tabel:2.1 berikut: 
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Tabel: 2.1. 
Prakondisi Model Implementasi Kebijakan Berdasarkan 

Pandangan Para Pakar 
                           
                     
                       PAKAR 
 
 
 
DIMENSI 
IMPLEMENTASI 

J 
O 
N 
E 
S 
 

E 
D 
W 
A 
R 
D 
S 

V 
M 
E 
T 
E 
R 

S 
A 
B 
A 
T 
I 
E 
R 

G 
R 
I 
N 
D 
L 
E 

H 
O 
G 
W 
O 
O 
D 

Organisasi/Struktur Birokrasi OSB  OSB   OSB 
Interpretasi/Perception IP IP IP   IP 
Aplikasi (penerapan) AP  AP AP AP  
Komunikasi  K K   K 
Resources  R R   R 
Disposisi/Perilaku  Dis     
Ukuran/Tujuan   UT  UT  
Lingkungan    Ling   
Pengendalian Masalah/Otoritas    PMO  PMO 
Kausalitas      Kau 
Minimalisasi Ketergantungan      MK 

 

Keterangan: 
OSB   = Organisasi/Struktur Birokrasi IP    = Interpretasi/Perception  AP    = Aplikasi 
K        = Komunikasi              Kau = Kausalitas Dis  = Disposisi 
UT     = Ukuran/Tujuan        Ling = Lingkungan  R   = Resources              
PMO  = Pengendalian Masalah Otoritas MK = Minimalisasi Keterugantungan  
Sumber: Arifin (2009:13). 

Jika diamati para perancang model implementasi kebijakan di atas menurut 

Tachjan (2006:61) mengatakan ”tak ada satupun metafora tunggal yang dapat 

memberikan semua jawaban, bahwa model implementasi kebijakan bisa dikonstruksi 

dengan cara yang berbeda-beda. Setiap model memberikan pandangan pada dimensi 

tertentu”.  Hal senada juga diungkapkan  Gunn (dalam Parsons, 2005:483) 

mempertegas “model implementasi kebijakan yang sempurna sulit ditemukan dalam 

implementasi kebijakan pelayanan manusia, konteksnya lebih kompleks dan tak pasti. 

Atau implementasi kebijakan yang sempurna pada dasarnya tak mungkin dapat 

dicapai dalam praktek (Why perfect implementation is unaltainble)”. Dengan 

demikian hasil pembandingan teori-teori implementasi kebijakan yang dikemukakan 

para pakar sulit ditemukan teori yang sempurna dan berlaku untuk semua organsisasi. 
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Artinya, masih ada ruang terbuka untuk mengembangkan dimensi-dimensi 

implementasi kebijakan itu sendiri. 

 Namun demikian diantara model-model kebijakan yang dikemukakan para 

ahli di atas, maka teori implementasi kebijakan yang akan dipakai dalam penelitian ini 

adalah teori yang dikemukakan Charles O. Jones (1994). Pertimbangan menggunakan 

teori ini  ada kecocokan/kesuaian dilapangan. Dimana organisasi itu salah satu 

dimensi dari implementasi kebijakan seperti yang dikemukakan Charles O. Jones. 

Dimana organisasi telah ada yaitu organisasi Dinas Dikpora atau organisasi sekolah 

yang ada di kota Tanjungpinang  yang melaksanakan isi kebijakan itu sendiri. 

Artinya, jika belum ada lembaga yang melaksanakan kebijakan itu maka teori Charles 

O. Jones (1994) tidak cocok dipakai oleh peneliti. 

Jones (1994:166), menguraikan secara ringkas dimensi-dimensi impelementasi 

kebijakan itu adalah : 

(1) Organization: The establishment or rearrangement of resources; units; and 
methods for putting a program into effect; (2) Interpretation: The translation of 
program language (often contained in a statute) into acceptable and feasible 
plans and directives; (3) Aplication: The routine provision of service, 
payments; or other agreed upon objectives or instruments ". 

Ketiga dimensi ini saling berhubungan satu sama lain. dalam matriks  

dilukiskan oleh Jones sebagaimana berikut:  

Tabel 2.2. 
Matrik Keterhubungan Setiap Dimensi Impelementasi  

Kebijakan Publik 
Kegiatan-
kegiatan  

Fungsional 

Dikategorikan dalam 
Pemerintahan 

Dengan suatu produk Potensial 

Organisasi Pemerintah ke Bervariasi 

Penafsiran 

Penerapan 

Permasalahan (Pelayanan, Pembayaran 
Kemudahan dan Pengawasan) 

 Sumber: Charles O.Jones (1994:293). 
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Lebih jelasnya ketiga dimensi-dimensi implementasi kebijakan publik yang 

dirumuskan Jones (1994:166) akan diuraikan lebih lanjut: 

2.2.a. Dimensi  Organisasi. 

Keberhasilan implementasi kebijakan menurut  Charles O. Jones harus ada 

organisasi atau lembaga yang melaksanakan. Jones (1994:166), mengatakan 

organisasi adalah “kegiatan yang bertalian dengan pembentukan atau penataan 

kembali sumber daya, unit-unit serta metode untuk menjadikan program berjalan”. 

Untuk mencapai tujuan kebijakan pemerintah harus melakukan tindakan  berupa 

penghimpunan sumber daya dan pengelolaan sumber daya tersebut. 

Kemudian,  Gibson et al (1997:8-9) mengatakan: 

Organisasi memiliki sistem kewenangan, status dan kekuasaan, manusia dalam 
organisasi mempunyai beragam kebutuhan dari masing-masing sistem. 
Kelompok di dalam organisasi juga mempunyai pengaruh yang kuat atas 
perilaku individu dan kinerja organisasi. Perilaku seseorang di setiap situasi 
melibatkan interaksi karakteristik personal dan karakteristik situasi.  

Jadi bagi Gibson, organisasi dikenal dari tiga ciri dasar. Pertama, adanya 

kewenangan yang cukup. Kedua, adanya status dari organisasi. Ketiga, adanya 

kekuasaan. Kewenangan yang cukup dan memadai akan membuat pelaksana lebih 

berdaya menggerakkan sarana dan prasana yang ada dalam organisasi. Status 

menjadikan organisasi memiliki fokus. Adanya kekuasaan yang dimiliki para pejabat 

akan memampukan organisasi menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik. Pendapat 

ini berhimpitan dengan pandangan Jones (1994:307-308) yang melihat bahwa 

organisasi berhubungan dengan tiga hal khusus. Pertama, kriteria organisasi. Kedua, 

tindakan bermasyarakat. Ketiga, pengawasan.   

Selanjutnya, Wahab (1990:241) merumuskan ciri-ciri organisasi terdiri dari  4 

ciri utama  yaitu: 
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1) Adanya suatu struktur hirarki yang melibatkan pendelegasian wewenang 
dari atas ke bawah dalam organisasi ( a hierarchical structure involving 
delegations of authority from thetop to the button of an organization; 

2) Adanya posisi-posisi atau jabatan-jabatan yang masing-masing memiliki 
tugas dan tanggung jawab yang tegas ( a series of official positions or 
offices, each having press cribbed duties and responsibilities); 

3) Adanya aturan-aturan, regulasi-regulasi dan standar-standar formal yang 
mengatur bekerjanya organisasi dan tingkah laku para anggotanya (formal 
rules, regulations and standard governing operations of the organization 
and behavior of is members); 

4) Adanya personil yang secara teknis memenuhi syarat, yang dipekerjakan 
atas dasar karier, dengan promosi yang didasarkan kualifikasi dan 
penampilan (technically qualified personel employed on career basis, with 
promotion based on qualifications and performance). 

  

Jika mengacu ciri-ciri organisasi yang dikemukakan Wahab di atas, secara 

tegas dikatakan organisasi itu harus memiliki aturan yang jelas, agar tercipta 

keteraturan, atau perlu adanya aturan yang membatasi agar wewenang pemilik 

kekuasaan tidak dilewati oleh birokrasi.  Adanya keteraturan yang jelas akan dapat 

menghilangkan tugas-tugas  pegawai yang overlapping (tumpang tindih). Demikian 

juga peraturan yang jelas akan  dapat menciptakan prosedur kerja yang baku. Dengan 

demikian jika diamati uraian di atas, indikator organisasi meliputi    pembentukan 

unit-unit (penataan kembali), adanya kewenangan yang cukup, adanya kejelasan 

prosedur/aturan yang jelas, serta menghidari tugas-tugas yang tumpang tindih 

(overlapping) terutama  menghadapi tuntutan publik akan layanan yang semakin 

bermutu. 

Berdasarkan  uraian  di atas, maka  disimpulkan  bahwa yang dimaksud 

dengan birokrasi adalah keseluruhan organisasi pemerintah yang melaksanakan tugas-

tugas Negara diberbagai organisasi yang ada di tingkat provinsi, kabupaten, kota, 

kecamatan, kelurahan, dan desa yang tugasnya memberikan pelayanan kepada 

masyarakat seperti pelayanan IMB. Dengan demikian menurut Weber (dalam 
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Robbins, 1994:95)  mengatakan terdapat tujuh konsep moderen tentang birokrasi 

yaitu : (1) Birokrasi sebagai organisasi; (2) Birokrasi sebagai inefesiensi organisasi; 

(3) Birokrasi sebagai kekuasaan yang dijalankan oleh pejabat; (4) Birokrasi sebagai 

administrasi Negara (public); (5) Birokrasi sebagai administrasi yang dijalankan oleh 

pejabat; (6) Birokrasi sebagai sebuah organisasi, dan (7) Birokrasi sebagai masyarakat 

moderen. Bagi Jones (1994:296) organisasi birokrasi berkaitan dengan (a) 

pembentukan atau penataan kembali sumber daya, (b) unit-unit, serta (c) metode 

untuk menjadikan program berjalan. Dengan demikian ketiga aspek ini akan dibahas 

sebagai kerangka konseptual organisasi. 

Dari ketiga aspek di atas, jika diamati aspek “sumber daya” adalah aspek dasar 

keberadaan birokrasi dan organisasi manapun. Artinya, implementasi kebijakan dapat 

saja tersalurkan secara tepat, jelas dan konsisten, namun para pelaksana lapangan 

yang minim sumber daya akan mendorong kebijakan keluar dari rel efisiensi. Menurut 

Hasibuan (2001:20) sumber daya terdiri atas empat tipe ”yaitu sumber daya manusia, 

sumber daya buatan, tehnik, dan kondisi yang mendukung sumber daya 

dikembangkan. Keempat tipe sumber daya ini, dalam sangat dibutuhkan dalam rangka 

mencapai tujuan organisasi”. 

Karena itu, sumber daya dalam implementasi kebijakan dapat dipandang 

sebagai salah satu faktor kritis dari implementasi kebijakan publik. Sumber daya yang 

penting dalam implementasi kebijakan meliputi staf dengan ukuran cukup, dan 

memiliki keterampilan yang sesuai untuk penyelesaian tugas mereka, otoritas, dan 

fasilitas yang diperlukan untuk menerjemahkan usulan tertulis menjadi fungsi 

pemerintahan. Jadi, sumber daya terdiri atas beberapa jenis yaitu staf, informasi, 

otoritas, dan fasilitas layanan. 

 

UNIV
ERSITAS TERBUKA

41058.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



17 

 

                                                                             

Tentang sumber daya staff, Edwards III (1980:54) mengemukakan : 

Probably the most essential resource in implementing policy is staff. In an era 
in which ‘big government’ is under attack from all directions it may seems 
surprising to learn that a principal source of implementation failure is 
inadequate staff. Although about five million military and civilian personal 
work for the federal government and nearly thirteen million more work for 
state and local government, there are still too few people with the requisite 
skill to do an effective job implementing many policies. 

Selanjutnya, masalah yang paling penting dalam mengimplementasi kebijakan  

adalah skill para staff. Skill secara sederhana dapat merujuk pada kondisi dimana 

implementor memiliki ketrampilan tertentu bahkan bersifat khusus sebagaimana 

dikemukakan Edwards III (1980:61) mengatakan bahwa : 

Implementors must process the skill necessary for the job at hand. The lack of 
properly trained personnel has hindered the implementation of policies 
ranging from innovation in local schools to antidiscrimination in 
employment…When federal programs are implemented in whole or in part by 
state agencies, staff skill are also a problem. 

Karena itu, mengimplementasikan kebijakan membutuhkan keterampilan 

(skill) para pelaksana yang handal dalam bidangnya. Sebaliknya, kekurangan personil 

yang terlatih, serta tidak diperlengkapi dengan peralatan yang memadai secara 

otomatis akan merintangi implementasi kebijakan, termasuk menghambat 

perkembangan inovasi. Aspek kedua yang berkaitan dengan organisasi birokrasi 

sebagaimana dikemukakan Jones (1996:296) adalah unit-unit organisasi. Seperti unit 

pelayanan perijinan. Gibson et al (1997:99) mengemukakan bahwa unit-unit 

organisasi merupakan bagian dari model besar yakni struktur.  Handoko (1998:169) 

mengatakan bahwa: 

”Struktur adalah mekanisme-mekanisme formal  dengan mana organisasi 
dikelola. Dalam struktur menunjukkan kerangka dan susunan perwujudan pola 
tetap hubungan-hubungan di antara   fungsi-fungsi, bagian-bagian atau posisi-
posisi, maupun   orang-orang   yang menunjukkan kedudukan, tugas 
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wewenang dan tanggungjawab yang berbeda-beda dalam suatu organisasi”. 
    
Struktur bertujuan untuk mengorganisir dan mendistribusikan pekerjaan 

diantara anggota-anggota organisasi sehingga aktivitas yang dilakukannya dapat 

berjalan dan mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Namun agar orang-orang yang 

ada dalam organisasi dapat menjalankan aktivitasnya perlu dilakukan pengawasan.  

Agar pegawai tidak menyimpang dari norma  seperti menerima kutipan-kutipan dalam 

pelayanan seperti pelayanan pendidikan SMA/MA. 

Aspek terakhir dari organisasi sebagaimana dikemukakan Jones (1996:296) 

adalah metode. Metode diartikan Ndraha (1997:24) sebagai ”jalan atau cara”. Albrow, 

(1996:185) menyebutkan ”bahwa hanya ada dua cara  menjalankan roda  pemerintah. 

Pertama melalui kekuatan (power) dan kedua melalui kewenangan (authority). 

Kekuatan pemerintah, adalah kekuatan yang legal (legal authority). Tetapi otoritas 

adalah kekuasaan yang dibatasi oleh norma”. Artinya, roda pemerintahan sulit 

bergerak jika tidak ada kekuatan (power) yang dimiliki, demikian juga kewenang 

(hak). Tanpa kedua aspek tersebut sulit menjalankan roda pemerintahan. Seperti 

kewenangan memberikan/menerbitkan pelayanan STTB, anak didik. Karena itu, dapat 

disebutkan indikator organisasi kependidikan adalah Pembentukan unit jaminan mutu, 

Kewenangan yang cukup, Kejelasan standar dan prosedur, Overlapping tugas-tugas di 

lapangan, Struktur organisasi, Tupoksi, Penempatan guru sesuai bidang ilmunya. 

2.2.b.Interpretasi 

Saefullah (2007:46) mengatakan ”keberhasilan suatu kebijakan yang terpenting 

adalah adanya pemahaman oleh semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan 

kebijakan dan penerimaan dengan penuh kesadaran ... karena itu perlu diupayakan 

adanya saling pengertian antara aparat pelaksana dengan masyarakat”. Artinya, jika 
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masih terjadi kekaburan interpretasi (penafsiran) antara implementor (pelaksana) 

dengan penerima manfaat kebijakan, maka kebijakan itu akan sulit diterapkan. 

Jones (1994:320) mengatakan interpretation, adalah “menafsirkan agar program 

menjadi rencana yang kongkrit dan jelas serta dapat dilaksanakan”. Dalam proses 

implementasi, birokrasi pemerintah yang berperan sebagai organisasi pelaksana 

(implementor) perlu menginterpretasikan dengan cara pandang yang sama agar 

program lebih operasional dan siap dilaksanakan. Indikator interpretasi (penafsiran) 

yang sama apabila telah ada kejelasan atau cara pandang yang sama, seperti kejelasan 

tugas, harus ada interpretasi yang sama dikalangan para impelementor, demikian juga 

konsistensi para impelementor terhadap tugas yang akan dilaksanakan. Hal lain yang 

penting adalah para implementor harus membuat skala prioritas dalam pelaksanaan 

tugas yang akan dilaksanakan. Demikian juga komitmen para pelaksana tugas itu 

sendiri. 

Sesungguhnya, menginterpretasikan kebijakan menjadi satu  cara pandangan 

yang sama bukanlah hal yang mudah, sebab bisa jadi  para pelaksana berbeda 

pandangannya dengan atasan mereka, dan juga berbeda dengan pandangan para 

pembuat kebijakan. Karena itu, menurut Jones (1994:320) dengan mengutip 

pernyataan George C.Edwards, mengatakan : 

”mereka yang menerapkan keputusan/kebijakan haruslah tahu apa yang 
seharusnya mereka lakukan...Jika kebijakan ingin dilaksanakan dengan tepat, 
arahan serta petunjuk pelaksanaan tidak hanya diterima tetapi juga harus jelas 
dan jika hal ini tidak jelas, para pelaksana akan kebingungan tentang apa yang 
seharusnya mereka lakukan, dan akhirnya mereka akan mempunyai kebijakan 
tersendiri dalam memandang penerapan kebijakan tersebut.  

Jika terjadi interpretasi yang berbeda menurut  Jones (1994:320) itu bersumber 

dari tiga aspek. Pertama, hal-hal yang mudah dikendalikan. Kedua, hal-hal yang 

dikaitkan dengan undang-undang. Ketiga, statuta yang memberi dampak pada 
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pelaksana. Ketiga aspek ini bisa menimbulkan interpretasi yang berbeda terhadap 

implementasi kebijakan. 

Hal-hal yang mudah dikendalikan dalam program pemerintah menurut Jones 

(1994:322) tidak lain adalah: 

”Kesulitan-kesulitan yang dihubungkan dengan pelaksanaan program 
pemerintah dan beberapa masalah sosial lebih mudah ditangani bila 
dibandingkan dengan msalah-masalah lainnya. Variabel-variabel disini 
mencakup pula tingkah laku kelompok, ukuran kelompok, perubahan tingakah 
laku yang dibutuhkan, serta kesulitan teknis lainnya”. 

Penjelasan di atas memetakan suatu alur pikir tentang program yang mudah 

dikendalikan yang didukung oleh faktor-faktor tingkah laku kelompok, ukuran 

kelompok, perubahan tingkah laku yang dibutuhkan, dan kesulitan teknis lainnya. 

Gibson et al (1997:27) mengidentifikasikan hal-hal ini sebagai cara bagaimana 

program organisasi dapat dilaksanakan secara efektif. Artinya bahwa ini merupakan 

aspek efektivitas organisasi. 

Sedangkan yang berkaitan dengan undang-undang, Jones (1994:322) mengatakan : 

Hal-hal yang dikaitkan dengan bidang yang mana undang-undang akan 
membentuk/mempengaruhi pelaksanaan: ”para pembuat kebijakan yang asli 
akan mempengaruhi pencapaian tujuan-tujuan yang sah, dengan 
memanfaatkan tingkat kemampuan mereka terhadap struktur kohesi proses 
pelaksanaan. Variabelnya meliputi: tujuan-tujuan yang jelas dan konsisten, 
teori sebab akibat yang memadai...dana awal yang cukup, integrasi diantara 
badan-badan pelaksanaan, ketentuan dari peraturan keputusan, komitmen 
terhadap sasaran-sasaran tujuan yang diharapkan, serta akses formal. 

 

Dari pendapat di atas diketahui bahwa hal-hal yang dikaitkan dengan undang-

undang terdiri atas empat faktor tujuan yang konsisten, dana yang cukup, ketentuan 

dari peraturan, dan komitmen pelaksana. Aspek terakhir dari interpretasi yang berbeda 

menurut  Jones (1994:320) yaitu statuta. Statuta merupakan anggaran dasar 

keberadaan suatu lembaga dalam melaksanakan pelayanannya kepada publik yang 
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dipakai  sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan program, dan 

menyelenggarakan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan lembaga. Karena itu, 

dari uraian di atas, tampak bahwa indikator interpretasi adalah Komitmen mengenai 

mutu, Kejelasan tugas, Konsistensi pelaksanaan mutu, Sosialisasi kebijakan, Juknis 

Kebijakan dan Komitmen. 

2.2.c. Aplikasi. 

Sebuah kebijakan akan sukses/berhasil  jika dapat dilaksanakan 

(aplikasikan/diterapkan), jika tidak dapat diterapkan hanya merupakan tumpukan 

kertas belaka.  Karena itu, Jones (1994:320) mengatakan aplication, adalah 

“ketentuan yang bersifat tetap dalam pelayanan untuk mencapai sasaran program”. 

Melalui aplikasi ini diharapkan akan muncul respon dari kelompok sasaran (target 

group), dalam hal ini masyarakat yang mengurus STTB. Tegasnya, dengan aplikasi 

kebijakan akan dapat diketahui apakah lingkungan menerima atau menolak 

implementasi dan hasil kebijakan tersebut. Karena itu, mengaplikasikan kebijakan 

bukanlah hal yang mudah, bahkan bisa menimbulkan tantangan yang harus dihadapi 

implementor. 

Tantangan dimaksud menurut Jones (1994: 166) adalah: 

" Problems and demands are constantly being defined and redefined in the 
political process; policy makers sometimes define problems for people who 
have not defined problems for themselves; programs requiring 
intergovernmental and public participation invite variable interpretation of 
purpose; inconsistent interpretations of program purpose are often not 
resolved; program may be implemented without provisions for learning about 
failure; programs often reflect an attainable consensus rather than a 
substantive conviction; many programs are developed and implemented without 
the problems ever having been clearly defined ". 
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Sesungguhnya suatu kebijakan publik apabila ingin berhasil dilaksanakan, maka 

kebijakan tersebut perlu dilakukan penilaian atau dirumuskan kembali untuk 

mendapatkan masukan. Sebab, yang sering terjadi adalah para pengambil kebijakan 

cenderung merumuskan masalah yang dihadapi oleh kelompok sasaran, namun tidak 

mendefinisikan masalah itu sendiri. 

Program yang dibuat seperti implementasi kebijakan pelayanan STTB atau 

UAN seyogianya memerlukan partisipasi publik dan antar lembaga pemerintah agar 

dapat dilakukan penafsiran secara benar dari tujuan yang diharapkan oleh suatu 

kebijakan. Kenyataan yang sering ditemui adalah terjadinya inkonsistensi dalam 

menginterpretasi sehingga menyebabkan masalah tidak bisa dipecahkan. 

Berbagai program yang telah dilakukan dalam rangka mengimplementasi suatu 

kebijakan, namun program-program tersebut mengalami kegagalan, karena para 

pelaksana tidak belajar dari pengalaman kegagalan program sebelumnya, sehingga 

otomatis implementasi kebijakan juga mengalami kegagalan. Salah satu penyebabnya 

adalah program tersebut lebih mencerminkan suatu konsensus saja dan tidak 

mengindahkan keyakinan yang sesungguhnya akan keberhasilan program.  

Aplikasi atau dalam sebutan Jones (1994:324) ”pelaksanaan pekerjaan’ 

merupakan tahapan dimana kebijakan mengambil tempat. Dalam pandangan 

Pressman dan Wildavsky (1984:219) ini mencakup tiga domain ruang yaitu (1) the 

decision domain, (2) the administrative and support domain, dan (3) the operators 

domain. Tetapi Jones (1994:325) lebih memilih teori permainan Eugene Bardach 

untuk menggambarkan dimensi aplikasi yang digambarkannya : 

“…gagasan permainan sebagai metafor utama yang mengarahkan perhatian 
serta merangsang pandangan di dalam pengkajian pelaksanaan. Dalam 
bentuknya ‘games atau permainan’ melibatkan peraturan, pemain, strategi, 
pihak yang menang, serta pihak yang kalah.; penggunaan mereka sebagai 
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metafora menghapuskan pemikiran bahwa hanya terdapat satu cara dalam 
mencapai tujuan tersebut”. 

 
Dari konstruksi di atas, tampak bahwa aplikasi adalah penerapan aturan yang telah 

ditetapkan oleh pembuat kebijakan. Misalnya, Peraturan kota Tanjungpinang Nomor 

9 Tahun 2010 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan. Aturan di atas tentu saja 

harus  diaplikasikan (diterapkan), dan para pelaksana kebijakan itu, harus menjadikan 

aturan itu sebagai prinsip yang harus dipegang teguh dalam pelayanan pendidikan 

SMA/MA. Dengan demikian indikator aplikasi adalah perhatian pada prinsip kualitas, 

identifikasi  mutu, penilaian terhadap keberhasilan  mutu, pengawasan terhadap 

capaian mutu, konsistensi monev, mencapai sasaran mutu, evaluasi  mutu. 

2.3.  Kualitas Pelayanan Pendidikan 

Adapun defenisi konsep kualitas menurut para ahli yaitu  Kotler (1997:49) 

mengatakan “Kualitas adalah keseluruhan ciri serta sifat dari suatu produk atau 

pelayanan yang berpengaruh pada kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan yang 

dinyatakan atau tersirat”. Hellriegel.at.al. (2005: 130) mengatakan  “Quality is how 

well a product or service what it is supposed to do how closely and reliably is 

satisfies the specification to which it buitt or provided”. Robbins dan Coulter 

(2005:502) mendefenisikan “Quality as the ability of product or service to reliably  

do what it’s supposed to do and satisfy customer expectations”. Jika mengkaji 

pendapat ahli tersebut mereka sepakat bahwa kualitas adalah sifat atau ciri suatu 

produk layanan yang disediakan penyedia layanan agar dapat memuaskan para 

pelanggan dalam arti pendidikan anak didik SMA/MA.  

 Sebab pendidikan itu menurut penjabaran UUD 1945 tentang pendidikan 

dituangkan dalam Undang-Undang No. 20, Tahun 2003. Pasal 3 menyebutkan, 
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"Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak 

serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan 

bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia 

yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, 

berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab." 

 Sedangkan kualitas pelayanan pendidikan menurut Rosenbloom (1992:141) 

membagi kedalam tiga dimensi yaitu efficiency (timeliness), competence dan fairness. 

Sedangkan menurut Tampubolon dalam bukunya  Perguruan Tinggi Bermutu  (2001: 

122) yaitu relevansi,efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, kreativitas, situasi menang-

menang, penampilan (tangibility), empati, responsive, produktivitas. 

 Berdasarkan kajian toeritik di atas maka landasan teori yang dipakai dalam 

penulisan disertasi ini menggunakan teori Rosenbloom (1992:141). Lebih jelasnya 

ketiga dimensi tersebut akan diuraikan lebih lanjut. 

2.3.a.  Efisien 

Tampubolon (2001:122) mengatakan pendidikan yang efisien adalah apabila 

dapat menggunakan sumber daya dan dana dalam proses pembelajaran dengan hasil 

yang memuaskan (bermutu). Atau dapat juga diuraikan efisien menuju kepada 

persyaratan pelayanan pendidikan SMA/MA yang dibatasi pada hal-hal yang 

berkaitan langsung dengan pencapaian sasaran pelayanan dengan tetap 

memperhatikan keterpaduan antara persyaratan dan produk pelayanan publik yang 

diberikan. Seperti penggunaan anggaran yang sesuai dengan sasaran, demikian juga 

ketersediaan tenaga pendidikan sesuai keahliannya dan kecepatan memberikan materi 

pembelajaran sesuai dengan apa yang dibuat dalam satuan pembelajaran. Apa yang 
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dibuat dalam GBPP tidak melenceng ketika menyajikan di dalam kelas. Atau tidak 

mengulur-ulur waktu, agar materi pembelajaran berakhir tanpa hasil. Atau efisiensi 

adalah  ketepatan memberikan materi pembelajaran sesuai dengan apa yang dibuat 

dalam GBPP secara akurat, memuaskan serta tepat waktu dalam pembelajaran. 

Efisiensi  merupakan inti dari kualitas jasa pendidikan, jasa yang tidak efisien adalah 

jasa yang buruk ada cacatnya seperti dokumen salah cetak, atmosfir (suasana) dalam 

kelas tidak kondusif. Jika jasa pendidikan tidak dikerjakan dengan efisien, anak didik 

akan menganggap penyedia jasa (guru, tenaga pendidik) tidak kompeten dan akan 

berpindah ke penyedia jasa (sekolah) lain, dan akan sulit lagi membinanya kembali. 

Guru yang handal harus diperlengkapi dengan keterampilan dan peralatan yang 

memadai agar mereka semakin profesional dalam pembelajaran. Indikator keadilan  

adalah Ketepatan pemakaian sarana, Persyaratan media yang memadai, Ketersediaan 

tenaga pendidikan sesuai keahliannya, Mengutamakan mutu, Mengoptimalkan media 

pembelajaran, Mencegah anak didik tidak pindah. 

2.3.b. Kompetensi 

Menurut Mitrani, Palziel and Fitt (1992:112), competency concept is not a new 

one. Organisasi industri psikologi Amerika, pergerakan tentang kompetensi telah 

dimulai pada tahun 1960 dan awal 1970.  Menurut gerakan tersebut, banyak hasil 

studi yang menunjukan bahwa hasil test sikap dan pengetahuan, prestasi belajar di 

sekolah dan diploma tidak dapat memprediksikan kinerja atau keberhasilan dalam 

kehidupan. Unsur-unsur tersebut sering menimbulkan bias terhadap minoritas, wanita, 

dan orang yang berasal dari strata sosio ekonomi yang rendah. Temuan tersebut telah 

mendorong dilakukan penelitian terhadap variabel kompetensi yang diduga 
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memprediksikan individu dan tidak bias karena faktor rasial, jender dan sosio 

ekonomi. 

Competence, yaitu berkaitan dengan keahlian dan profesionalisasi dalam 

penyampaian jasa. Jika Mengacu kepada Depdiknas, Penilaian Kinerja Guru, (Jakarta: 

Direktorat Tenaga  Kependidikan, 2008:26-33) guru yang memiliki kompetensi 

adalah mampu menjelaskan tujuan pembelajaran, menggunakan bahan Belajar/Materi 

Pelajaran, Menciptakan Strategi/Metode Pembelajaran, Menggunakan Media 

Pembelajaran Melakukan Evaluasi, Kemampuan Membuka Pelajaran, Menunjukkan 

Sikap Guru dalam Proses Pembelajaran, Menunjukkan Penguasaan Bahan Belajar 

(Materi Pelajaran), Kemampuan Dalam Kegiatan Belajar Mengajar (Proses 

Pembelajaran), Kemampuan Menggunakan Media Pembelajaran, Evaluasi 

Pembelajaran Kemampuan, Menutup Kegiatan Pembelajaran dan Melakukan Tindak 

Lanjut/Follow up. Karena itu, indikator kompetensi ini tampak dari Menjelaskan 

materi  pembelajaran, menggunakan bahan  ajar, melakukan evaluasi, memahami 

mentalitas siswa melakukan evaluasi  diri, membuat materi pembelajaran, pemilihan 

metode disesuaikan dengan tujuan, Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP). 

2.3.c.Kejujuran (Fairness) 

  Sebagaimana ditegaskan John Rawls dalam bukunya A Theory of Justice (1971) 

yang dikutip Frederickson (2003:60) mengatakan bahwa “keberadaan lembaga-

lembaga pemerintahan adalah menciptakan keadilan dalam mengatur struktur dasar 

kehidupan masyarakat. Hal senada juga diungkapkan Henry (1988:171) mengatakan 

bahwa filosofi  justice-as- fairness merupakan dasar (fundasi) kerangka  dasar bagi 

para pelaksana administrasi negara”. Artinya, para pelaksana administrasi negara 
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harus memahami dengan tegas bahwa filosofi administrasi negara adalah ”keadilan” 

(fairness), sedangkan filosofi administrasi bisnis menurut Atmosudirdjo (1982: 315) 

adalah ”the philosofi of the business berkisar pada keuntungan, dan fungsi laba 

(profit).” Tentu saja dalam administrasi bisnis ada perlakuan pelayanan istimewa 

(berbeda/ketidakadilan) terutama bagi pelanggan potensial atau pelanggan yang 

memberikan keuntungan besar kepada perusahaan. 

 Keadilan yaitu pelayanan yang diberikan guru dengan sikap netral, tidak 

diskriminatif, tidak melihat person, dan tidak membeda-bedakan karena kemampuan 

ekonomi, satu kampung atau bahasa lokal,  latar belakang sosial serta primordialisme. 

Sikap-sikap di atas harus dihilangkan agar prinsip keadilan itu dapat terwujud. 

Sebagaimana dikemukakan Rawls (Henry, 2004: 438) mengatakan bahwa prinsip 

keadilan ada 2 (dua), yaitu:  (1).That ”a person is to have an equal right to the most 

extensive  basic liberty  compatible with a similar liberty  for others”. (2). Bahwa 

”social and economic inequalities are to be arranged so that  they  are both (a) 

reasonably expected to be to everyone’s adventange, and (b) attached to position and 

office open to all.   

 Jika merujuk prinsip keadilan tersebut dalam pelayanan publik, tampak jelas 

bahwa semua masyarakat mendapat perlakuan yang sama (hak yang sama) dalam 

sistem keseluruhan yang paling luas dari kesamaan kebebasan dasar. Demikian juga 

dalam  ketimpangan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga 

keduanya memberikan keuntungan paling besar bagi orang yang memiliki investasi 

besar, atau memiliki kerugian yang sedikit bagi orang yang sedikit tabungannya, 

artinya netralitas petugas layanan, perlakuan pelayanan, kejujuran memberikan 

layanan, seorang pantas mendapat keberuntungan sesuai dengan prinsip uang 

tabungan yang adil.  Di samping itu, memberikan kesempatan yang sama dan adil 
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bagi setiap orang yang dilayani dan birokrasi hanya akan bisa memberikan pelayanan 

kepada masyarakat secara adil apabila mempunyai sikap dan perilaku netral, dan 

publik pun harus memenuhi kewajibannya dengan benar supaya seimbang antara hak 

dan kewajiban. Dimensi keadilan  ini dapat diberi tanda (indikator)  yaitu (1). 

netralitas petugas layanan, (2). perlakuan pelayanan, (3). kejujuran memberikan 

layanan, menjaga keseimbangan,  perlakuan yang sama bagi siswa,  kesempatan yang 

sama, tidak diskriminatif. 

2.4.Kerangka Pemikiran 

Rujukan teori implementasi kebijakan yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah teori Jones (1994:296), yang menyatakan kesuksesan implementasi kebijakan 

ditentukan oleh organisasi, interpretasi, dan penerapan (aplikasi). Kebijakan dimaksud 

yaitu Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 23  Tahun 

2006 Tentang Standar Kompetensi Lulusan SMA/MA dan Peraturan Kota 

Tanjungpinang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan. 

Sedangkan rujukan teori kualitas pelayanan menggunakan teori Rosembloom  (2005: 

244)  yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan  pendidikan ditentukan oleh tiga 

dimensi yaitu efficiency (timeliness), competence dan fairness. 

 Berdasarkan dimensi-dimensi variabel yang telah diuraikan di atas, maka alur 

kerangka pemikiran tentang pengaruh  implementasi kebijakan terhadap kualitas 

pelayanan pendidikan dapat digambarkan sebagai berikut:  

 

 

 

 
Gambar 2.1 : Kerangka Berfikir 

Implementasi Kebijakan 
Pendidikan: 
Dimensi: 
1. Organisasi 
2.  Interpretasi  
3.  Aplikasi (penerapan) 

Kualitas Pelayanan 
Pendidikan 
Dimensi: 
 efficiency  
competence  
fairness. 
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2.3. Hipotesis 

Berdasarkan hasil pengamatan terhadap fenomena, rumusan masalah, dan 

konsep teori yang menghubungkan  variabel serta kerangka pemikiran penelitian, 

maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut; 

1. Ada pengaruh signifikan organisasi terhadap kualitas pelayanan pendidikan 

SMA/MA. 

2. Ada pengaruh signifikan  interpretasi terhadap kualitas pelayanan pendidikan  

SMA/MA. 

3. Ada pengaruh signifikan aplikasi terhadap kualitas pelayanan pendidikan  

SMA/MA. 

4. Ada pengaruh signifikan organisasi, interpretasi dan aplikasi terhadap kualitas 

pelayanan pendidikan SMA/MA. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Metode Penelitian 
 

Dengan memperhatikan  tujuan penelitian ini, metode penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey eksplanatori (explanatory 

survey). Digunakannya metode  itu  peneliti bertujuan untuk menguji  hipotesis 

(Rusidi, 2000:32). Juga karena peneliti menggunakan kata ”pengaruh” dalam judul 

penelitian yaitu pengaruh  implementasi kebijakan Standar Kompetensi Lulusan  yang 

dilaksanakan Disdikpora kota Tanjungpinang terhadap kualitas pelayanan pendidikan 

SMA/MA. Menggunakan kata pengaruh tidak lain adalah ingin mengetahui besaran 

dalam bentuk angka yaitu pengaruh variabel bebas terhadap variabel tidak bebas. 

Penggunaan metode ini juga dimaksudkan bukan hanya untuk menerangkan konsep, 

fakta, dan peristiwa, tetapi bermaksud menganalisis dan menjelaskan pengaruh kausal 

antara variabel bebas dan tidak bebas melalui pengujian hipotesis (Singarimbun, 

1989:5). Dengan survey eksplanatori diharapkan dapat mengungkap secara cermat 

pengaruh impelementasi kebijakan Standar Kompetensi Lulusan  terhadap kualitas 

pelayanan pendidikan SMA/MA di kota Tanjungpinang.  Meskipun metode utamanya 

menggunakan penelitian kuantitatif, namun untuk mengkros-cek data hasil lapangan, 

peneliti juga menggunakan wawancara kepada orang tua, kepala sekolah dan kepala 

dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga. 

3.2. Desain Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan kuantitatif 

digunakan untuk mengetahui hubungan antar variabel dan menguji hubungan variabel 
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tersebut sesuai dengan hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya (Singarimbun, 

1989). Digunakannya pendekatan kuantitatif karena data yang hendak dianalisis 

adalah data kuantitatif dengan analisis statistik. Disamping metode kuantitaf 

pengumpulan datanya di lapangan lebih mudah karena sumber informasi ditentukan 

dengan pasti sebelum pergi ke lapangan sesuai dengan sampel (responden) yang 

ditetapkan. Pelaksanaan pengumpulan data dengan  responden lebih terarah karena 

pertanyaan-pertanyaan telah disusun secara sistematis dalam bentuk kuesioner. Jadi, 

siapa pun yang mengumpulkan data tidak akan mengubah pertanyaan dan responden 

yang menjadi sasaran. 

3.3. Definisi Konsep dan Operasional 

 Berikut ini akan didefinisikan konsep implementasi kebijakan dan kualitas 

pelayanan pendidikan tujuannya   untuk merumuskan sejumlah pengertian yang 

digunakan secara mendasar dan menyamakan persepsi tentang apa yang akan diteliti 

serta menghindari salah pengertian yang dapat mengaburkan tujuan penelitian 

(Silalahi, 2009:112). Adapun definisi konsep implementasi kebijakan standar 

kompetensi adalah kebijakan yang diterapkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan 

pendidikan SMA/MA. Sedangkan definisi konsep kualitas pelayanan pendidikan 

SMA/MA itu sendiri yaitu kualitas pendidikan yang dimanfaatkan agar anak didik 

dapat  meningkatkan kualitas sumber daya hidupnya.  

 Sedangkan definisi operasional implementasi kebijakan adalah penerapan 

,kebijakan itu sendiri  baik dari segi organisasi, interpretasi dan aplikasi dengan 

menurunkan seperangkat indikator. Kualitas pelayanan pendidikan itu sendiri  adalah 

seperangkat atribut pelayanan yang diukur dengan membuat indikator-indikator. 

Lebih jelasnya akan dioperasionalkan pada uraian berikut. 
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3.4. Operasionalisasi Variabel 

 Variabel implementasi kebijakan dan kualitas pelayanan pendidikan, beserta 

dimensi dan indikator kedua variabel tersebut  secara ringkas tampak seperti 

tercantum dalam Table 3.1 berikut  ini : 

Tabel 3.1. 
Operasionalisasi Variabel Implementasi Kebijakan  dan Kualitas Pelayanan 
Pendidikan  

No Variabel Dimensi Indikator 
1 2 3 4 

1.1. Organisasi 
 
 
 
 
 
 

a. Pembentukan unit jaminan mutu 
b. Kewenangan yang cukup 
c. Kejelasan standar dan prosedur 
d. Overlapping tugas-tugas di lapangan 
e. Struktur organisasi 
f. Tupoksi 
g. Penempatan guru sesui bidang ilmunya 

1.2. Interpretasi a. Komitmen mengenai mutu 
b. Kejelasan tugas 
c. Konsistensi pelaksanaan mutu 
d. Sosialisasi kebijakan 
e. Juknis Kebijakan 
f. Komitmen 

1 Variabel Bebas  
Implementasi kebijakan 
(X) 
 
Jones (1994:296) 
 
 

1.3. Penerapan a. Perhatian pada prinsip kualitas 
b. Identifikasi  mutu 
c. Penilaian terhadap ke-berhasilan  mutu 
d. Pengawasan terhadap capaian mutu 
e. Konsistensi Monev 
f. Mencapai sasaran mutu 
g. Evaluasi  mutu 

2.1. Efisiensi a. Ketepatan pemakaian sarana 
b. Persyaratan media yang memadai 
c. Ketersediaan tenaga pendidikan sesuai 

keahliannya 
d. Mengutamakan mutu 
e. Mengoptimalkan media pembelajaran 
f. Mencegah anak didik tidak pindah. 

2.2. Kompetensi a. Menjelaskan materi 
Pembelajaran 

b. Menggunakan bahan 
Ajar 

c. Melakukan evaluasi  
d. Memahami mentalitas Siswa 
e. Melakukan evaluasi diri 
f. Membuat materi Pembelajaran 
g. Pemilihan metode disesuaikan dengan tujuan 
h. Penyusunan Rencana 
i. Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

 2 Variabel Tidak Bebas 
Kualitas Pelayanan 
Pendidikan (Y) 
 
 Rosembloom  (2005: 244) 
 

2.3. Keadilan a. Netralitas Guru 
memberikan layanan  

b. Perlakuan Guru di kelas 
c. Kejujuran memberikan pembelajaran. 
d. Menjaga keseimbangan 
e. Perlakuan yang sama bagi siswa 
f. Kesempatan yang sama 
g. Tidak Diskriminatif      

Sumber : Diolah sendiri oleh peneliti. 
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3.5. Unit of Responden dan  Populasi Penelitian 

 Berdasarkan kerangka berpikir penelitian ini sebagaimana disajikan di pada Bab 

II bahwa unit analisis penelitian ini adalah lembaga yaitu Disdikpora dan sekolah 

SMA/MA kota Tanjungpinang, sebab lembaga inilah yang melaksanakan kebijakan 

atau Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 23  Tahun 

2006 Tentang Standar Kompetensi Lulusan SMA/MA, kemudian disusul dengan 

kebijakan Peraturan Kota Tanjungpinang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Sistem 

Penyelenggaraan Pendidikan. Namun yang menjadi responden peneliti adalah seluruh 

guru SMA/MA yang tersebar di Kota Tanjungpinang sebanyak 357 orang. Lebih 

jelasnya dapat dilihat pada Tabel 3.2 berikut. 

                                        Tabel 3.2. 
                   Nama Sekolah dan Jumlah Guru 

No Nama Sekolah Jumlah Guru 

1 SMA Negeri 1 Tanjungpinang 59 
2 SMA Negeri 2 Tanjungpinang 54 
3 SMA Negeri 3 Tanjungpinang 37 
4 SMA Negeri 4 Tanjungpinang 47 
5 SMA Negeri 5 Tanjungpinang 32 
6 SMA Negeri 6 Tanjungpinang 21 
7 MAN 33 
8 MAMU 13 
9 SMA PGRI 10 
10 SMA Muhamdyah 10 
11 SMA Katolik 14 
12 SMA Maitreyawira 12 
13 SMA Pelnusa 10 
14 SMA LB 5 
 Jumlah......................................................... 357 

  Sumber: Diolah peneliti 

Berdasarkan jumlah populasi di atas maka diambil sampel dengan menggunakan 

rumus T Tharo Yamane, dimana tingkat t presisi yang dipakai apakah α = 0.08, 

artinya, tingkat kebenaran penelitian ini 92% atau kesalahan sebesar 8%. Rumus 

Penetapan Sampel Menurut Tharo Yamane. 
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                         N 
      n    =   ------------------- 
                     N (di)2

 + 1 

 
 N= Populasi 

 d2 = tingkat presisi (ά = 0.08) 

 n = sampel 

 

                         357 
      n    =   ------------------- 
                    357 (0.08)2

 + 1 
 

 
n    = 108,51 

 n    = 109 

  
Penentuan sampel di atas ditentukan berdasarkan non probalititas karena 

peneliti menggunakan/memerlukan ijin. Selanjutnya sampel tersebut diperoleh secara 

proporsional dengan cara penarikan sampel rambang sederhana melalui undian. 

Dimana setiap nama-nama populasi dalam setiap satuan ditulis kemudian 

diundi/dikocok. Nama-nama yang keluar itulah menjadi sampel. Misalnya sampel dari 

SMA Negeri 1 Tanjungpinang diperoleh dengan cara menulis semua nama-nama guru 

kemudian diundi sebanyak 18 kali, nama siapa yang keluar itulah yang mewakili 

untuk mengisi kuesioner, demikian juga sampel dari sekolah-sekolah lain digunakan 

metode yang sama yaitu probability. 

Karena itu, sampel yang diperoleh di atas  kemudian dialokasikan/ 

didistribusikan  secara proporsional berdasarkan unit kerja dengan menggunakan 

rumus sebagai berikut: 

                      n 
      n    =   --------  x  ni 
                      N  
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Adapun hasil alokasi/distribusi sampel berdasarkan unit kerja dapat disajikan 

pada Tabel 3.3 berikut. 

Tabel 3.3. 
Distribusi Alokasi Sampel Berdasarkan Sekolah 

No Nama Sekolah Jumlah 
(N) 

Distribusi Sampel 
(n) 

1 SMA Negeri 1 Tanjungpinang 59 59/357 x 109 =  18 
2 SMA Negeri 2 Tanjungpinang 54 54/357 x 109 =  16 
3 SMA Negeri 3 Tanjungpinang 37 37/357 x 109 =  11 
4 SMA Negeri 4 Tanjungpinang 47 47/357 x 109 =  14 
5 SMA Negeri 5 Tanjungpinang 32 32/357 x 109 =  10 
6 SMA Negeri 6 Tanjungpinang 21 21/357 x 109=    7 
7 MAN 33 33/357 x 109 =  10 
8 MAMU 13 13/357 x 109=    4 
9 SMA PGRI 10 10/357 x 109 =   3 
10 SMA Muhamdyah 10 10/357 x 109=    3 
11 SMA Katolik 14 14/357 x 109 =   4 
12 SMA Maitreyawira 12 12/357 x 109=    4 
13 SMA Pelnusa 10 10/357 x 109=    3 
14 SMA LB 5 5/357 x 109  =    2 
  357                         109 

Sumber : Diolah peneliti 

 

3.6.  Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut:  

1. Studi literatur atau kepustakaan dan dokumentasi, yaitu pengumpulan data 

melalui sumber-sumber tertulis yang berkaitan dengan fokus masalah yang 

diteliti, baik yang sifatnya kajian teoritik maupun dokumen yang ada pada 

objek/subjek penelitian, seperti peraturan perundang-undangan dan 

dokumen lainnya. 

2. Studi lapangan, yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan 

angket atau kuesioner. Kuesioner untuk variabel bebas (X) dan variabel 

tidak bebas (Y) ditujukan kepada seluruh guru SMA/MA di Kota 

Tanjungpinang. Pengukuran dilakukan dengan menggunakan Skala Likert, 

yang di ranking menjadi skala ordinal. Hasil atau jawaban dari setiap item 
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instrument yang menggunakan skala Likert mempunyai gradasi dari sangat 

positif sampai sangat negatif, yang dapat dijabarkan dengan kata-kata 

antara lain : 

Sangat baik =  di beri skor 4 

Baik           =  di beri skor 3 

Kurang baik =  di beri skor 2 

Tidak baik =  di beri skor 1  

 Dengan demikian skor skala Likert ini menggunakan  kriteria skala interval 

sebagai berikut: 

 Angka 0% - 25%  =  Tidak Baik  diberikan skor 1 

 Angka 25% - 50%   =  Kurang Baik diberikam skor 2 

 Angka 51% - 76%   =  Baik diberikan skor 3 

 Angka 77% -100%   =  Sangat Baik diberikan skor 4 

3. Wawancara tujuannya untuk mencounter atau mencocokkan apakah ada 

kesesuaian  hasil pengujian dengan kualitas pelayanan pendidikan yang 

dirasakan oleh orang tua siswa. Artinya, bisa jadi jawaban guru 

mengatakan kualitas pendidikan sudah baik tetapi menurut orang tua 

berbeda, itu sebabnya dilakukan kros cek melalui wawancara. 

3.7. Pengujian Validitas dan Reliabilitas Kuesioner 

Karena instrumen  telah disediakan jawabannya maka peneliti terlebih dahulu 

melakukan pengujian kusioner untuk mengetahui apakah kuesioner itu validitas, dan 

reliabilitas.   Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa 

yang seharusnya diukur (Sugiyono, 2008:137). Uji validitas menggunakan alat uji 

statistik dengan rumus korelasi Pearson Product Moment Correlation Sugiyono 

(2008:138), yaitu  
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Keterangan: 
r =  Koefisien Korelasi Pearson 
Xi = Skor item ke-i 
Y = Skor Total Keseluruhan item 
n = Jumlah populasi 
  

Hasil perhitungan korelasi Pearson Product Moment tersebut kemudian 

dibandingkan dengan tabel nilai-nilai r Product Moment, selanjutnya diinterpretasikan 

apabila r hitung > r tabel  maka item-item kuesioner tersebut dikatakan valid.  

Analisis reliabilitas/konsistensi adalah pengujian instrumen yang bila 

digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama, akan menghasilkan data 

yang sama (Sugiyono, 2008:137). Pengujian reliabilitas  digunakan dengan pengujian 

reliabilitas consistency, atau metode belah dua (ganjil dan genap) dengan 

menggunakan Spearman Brown dalam Sugiyono (2008:153), dengan rumus: 

 

 

   
Dimana: 
ri =  reliabilitas internal seluruh instrumen 
rb = korelasi pearson antara belahan pertama dan kedua. 
 
Dengan dilakukannya kedua pengujian tersebut  maka diharapkan hasil penelitian ini 

akan menjadi valid dan reliabel. Ini berarti bahwa dengan menggunakan instrumen 

yang telah teruji validitas dan reliabilitasnya, diharapkan data penelitian menjadi valid 

dan reliabel. 

 

 

              n∑XiYi – (Xi)(Yi) 
r =  --------------------------------------  
       √ (n∑Xi²-(∑Xi)² (n∑Yi²) – (∑Yi)² 
 

         2rb 
ri  = -------- 
       1 + rb       
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3.8. Metode Analisis 

3.8.1. Asumsi Klasik 

 3.8.1.1. Uji Multikolonearitas 

Untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi 

antar variabel independen digunakan uji multikolonearitas dengan kriteria uji 

ditentukan bahwa:  

• Jika model regresi mempunyai nilai VIF yang besar disekitar  

angka 1 dan mempunyai angka tolerance mendekati 1, maka  

model regresi bebas dari masalah multikolonearitas. 

• Jika model regresi mempunyai nilai VIF yang besar disekitar  

angka 1 dan tidak mempunyai angka tolerance mendekati 1,  

maka model regresi terdapat masalah multikolonearitas. 

 

 3.8.1.2. Uji Heteroskedastisitas 

Untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya 

perbedaan varian dari resedual pada satu pengamatan yang lain dengan kriteria 

uji ditentukan bahwa : 

• Bila pada scattarplot terdapat pola tertentu (bergelombang,  

melebar dan kemudian menyempit), maka pada model regresi  

terjadi heteroskedastisitas. 

• Bila pada scattarplot tidak ada pola yang jelas, maka pada  

model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas. 

 

 

 

UNIV
ERSITAS TERBUKA

41058.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



39 
 

 

 3.8.1.3. Uji Autokorelasi 

Untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi 

antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan periode t-1 

digunakan uji Autokorelasi dengan kriteria ditentukan bahwa : 

• Bila angka Durbin-Watson diantara -2 sampai +2, berarti tidak ada   

   autokorelasi. 

•  Bila angka Durbin-Watson tidak diantara -2 sampai +2, berarti ada  

   autokorelasi. (Singgih Santoso, 2010:215). 

 

 3.8.1.4. Uji Normalitas 

Untuk menguji apakah pada model regresi, nilai residu dari regresi 

mempunyai distribusi yang normal. Jika distribusi dari nilai-nilai residual 

tersebut tidak dapat dianggap berdistribusi normal, maka dikatakan ada 

masalah terhadap asumsi normalitas. Dengan melihat penyebaran data (titik) 

pada sumbu diagonal dari grafik, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa: 

• Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis 

diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi Normalitas. 

• Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis 

diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi Normalitas. (Singgih 

Santoso, 2010:213). 

 

3.8.2. Regresi Berganda dan Analisis Jalur (Path Analysis) 

 Metode analisis yang digunakan untuk menginterpretasi data adalah metode 

analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif digunakan dalam mengukur variabel 

penelitian, pengaruh atau hubungan antara variabel penelitian yang sesuai dengan 
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kebutuhannya. Uji Regresi digunakan dalam pengujian hipotesis. Untuk itu sekurang-

kurangnya skala pengukuran data adalah interval. Karena data yang diperoleh adalah 

ordinal, maka ditingkatkan menjadi data skala interval dengan cara transformasi 

melalui Method of Succesive Interval (MSI). Langkah-langkah untuk melakukan 

transformasi sebagaimana dikemukakan Rasyid (1994:131-134)  dengan tahapan 

sebagai berikut: (1). Berdasarkan jawaban responden, untuk setiap pernyataan, hitung 

frekuensi setiap jawaban.(2). Hitung proporsi setiap jawaban. (3). Hitung proporsi 

kumulatif untuk setiap pilihan jawaban. (4). Tentukan nilai batas untuk Z pada setiap 

pilihan jawaban menggunakan tabel normal. (5). Tentukan nilai dentitas normal (fd) 

yang sesuai dengan nilai Z dengan cara:  

1. Hitung nilai numerik penskalaan (scale value) untuk setiap pilihan jawaban 

melalui rumus berikut ini: 

                              
                              Density at Lower Limit – Density at Upper Limit 
Scale Value = 
                         Area at Below Upper Limit – Area at Below Lower Limit 

 
Dimana : 
Density at Lower Limit           = Densitas Batas Bawah 
Density at Upper Limit            = Densitas Batas Atas 
Area at Below Upper Limit     = Daerah di Bawah Batas Atas 
Area at Below Lower Limit     = Daerah di Bawah Batas Bawah 
 

2. Hitung skor (nilai hasil transformasi) untuk setiap pilihan jawaban dengan 

persamaan berikut : 

Nilai Transformasi  =  nilai skala   +    I nilai skala minimum I  + 1 

  

Setelah dilakukan transformasi, maka proses pengujian hipotesis dapat 

dilakukan sesuai dengan kaidah-kaidah statistik. Alat uji yang digunakan adalah Uji 

Regresi.  
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 Berdasarkan hipotesis konseptual yang diajukan, dimana hipotesis konseptual 

yaitu saling berkaitan/berhubungan, maka terlebih dahulu hipotesis konseptual itu 

digambarkan dalam paradigma penelitian (Gambar 3.1) ke dalam notasi sebagai 

berikut: 

 

Gambar 3.1 : Paradigma Penelitian 
 
Keterangan: 
X1 =  Organisasi 
X2 =  Interpretasi 
X3 =  Penerapan/Aplikasi 
Y = Kualitas Pelayanan Pendidikan SMA/MA 
€ (epsilon) = Faktor-faktor lain yang mempengaruhi Y di luar X. Epsilon ini adalah 

faktor yang tidak diuji. 
PYX1 =  Pengaruh langsung Organisasi terhadap  Kualitas Pelayanan  Pendidikan  
PYX2 =  Pengaruh langsung Interpretasi terhadap Kualitas Pelayanan  Pendidikan 
PYX3 =  Pengaruh langsung Penerapan terhadap Kualitas Pelayanan  Pendidikan 
Pyx1,x2,x3 =  Pengaruh secara simultan (Organisasi, Interpretasi, dan Penerapan)  
                        terhadap Kualitas Pelayanan Pendidikan 
rx1.x2 =  Korelasi/hubungan organisasi dengan interpretasi 
rx2.x3 =  Korelasi/hubungan interpretasi dengan aplikasi/penerapan 
rx1.x3 =  korelasi/hubungan organisasi dengan aplikasi/penerapan 
 

Nilai ρyx adalah nilai koefisien jalur yang ditaksir atau dihitung berdasarkan 

data hasil pengamatan. Perhitungan taksiran koefisien jalur ρyx dilakukan dengan 

menggunakan metoda Matriks. Dalam pengolahan data statistik kuantitatif ini 

menggunakan alat bantu komputasi SPSS versi 17.0 for Windows. 

ε1 
X1 

X2 Y 

PYX1 

PYX2 

X3 

PYX3 

rx22.x3 

Pzx1.x2.x3 
rx1.x2 

rx1.x3 
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 Sedangkan langkah dalam melakukan perhitungan uji regresi untuk model di 

atas secara manual adalah sebagai berikut : 

1) Hitung korelasi antar variabel dan membuat matrik korelasi 

Nilai korelasi diperoleh dengan rumus korelasi sebagai berikut : 

( )( )
( ){ } ( ){ }∑ ∑∑ ∑

∑ ∑∑
−×−×

−
=

2222
iiii

iiii

YYnXXn

YXYXn
r  

 

Hasil korelasi antar variabel ditulis dalam matriks sebagai berikut 

1 2 1 3 1

2 3 2

3

1
1

1
1

x x x x x y

x x x y

x y

r r r
r r

R
r

⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎢ ⎥=
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎣ ⎦

 

 

2) Hitung invers matriks koefisien korelasi untuk variabel eksogenusnya 

11 12 13
1

21 22 23

31 32 33

C C C
R C C C

C C C

−

⎡ ⎤
⎢ ⎥= ⎢ ⎥
⎢ ⎥⎣ ⎦

 

 

3) Hitung koefisien jalur dengan rumus : 

1

2

3

1
1j

x y

yx x y

x y

r
R r

r
ρ −

⎡ ⎤
⎢ ⎥= × ⎢ ⎥
⎢ ⎥⎣ ⎦

 

4) Hitung  1 2 3
2

( )y x x xR    yang merupakan koefisien determinasi total X1 X2 dan X3 

terhadap Y  yang rumusnya : 

1

1 2 3 1 3 3 2

3

2
( )

x y

y x x x yx yx yx x y

x y

r
R r

r
ρ ρ ρ

⎡ ⎤
⎢ ⎥⎡ ⎤= × ⎢ ⎥⎣ ⎦
⎢ ⎥⎣ ⎦
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5) Hitung  ερ y  berdasarkan rumus : 

1 2 3
2

( )1 y x x xy Rερ = −  

Setelah dihitung koefisien jalurnya, besarnya pengaruh masing-masing variabel 

dapat ditentukan dengan rumus sebagai berikut:  

Pengaruh Xi  terhadap Y langsung    = Pyxi X Pyxi  

 
3.9. Jadwal Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan sejak Maret 2012 sampai dengan Mei 2012. 

Penelitian ini diawali dengan penyusunan usulan penelitian dengan melakukan 

kegiatan prapenelitian yang meliputi penelurusan kepustakaan, media 

cetak/elektronik, baik literatur teoritis, dokumen-dokumen terkait.  Sampel penelitian 

seluruh guru SMA/MA di kota Tanjungpinang.  
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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkanhasilpenelitiandananalisis data, 

makadapatdiambilsuatukesimpulan, sebagaiberikut: 

5.1.1. Implementasi kebijakan Standar Kompetensi Lulusan berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap kualitas pelayanan pendidikan SMA/MA di Kota 

Tanjungpinang. 

5.1.2. Hasil Analisis Pengaruh Implementasi Kebijakan Standar Kompetensi 

Lulusan Terhadap Kualitas Pelayanan Pendidikan SMA/MA yaitu sebagai 

berikut : 

1. Hasil uji R Square sebesar 0,666 atau 66,60%, artinya kualitas 

pelayanan pendidikan SMA/MA di Kota Tanjungpinang dijelaskan 

oleh variabel organisasi dan aplikasi. Sedangkan, sisanya sebesar 

33,40% dipengaruhi oleh faktor lain (epsilon) yang tidak 

terdeteksi/tersembunyi. Dan pengaruh yang paling dominan terhadap 

kualitas pelayanan pendidikan SMA/MA adalah variabel organisasi 

yaitu sebesar 42,02%, sedangkan variabel aplikasi hanya 24,58%.  

2. Secarabersama-sama (Simultan)variabelorganisasi, 

interprestasidanaplikasimempunyaipengaruhsignifikanterhadapkualitas 

pelayanan pendidikan SMA/MA. Hal iniditunjukkanolehnilai F 

hitungsebesar75,618dengantingkatsignifikansisebesar 0.000, yang 
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berartibahwakualitas pelayanan pendidikan SMA/MAdi Kota 

Tanjungpinangdipengaruhiolehorganisasi, interprestasidanaplikasi. 

3. Secaraparsialvariabelorganisasi, 

danaplikasiberpengaruhsignifikanterhadapkualitas pelayanan 

pendidikan SMA/MA di Kota Tanjungpinang. Hal 

iniditunjukkanolehnilai t hitunguntukmasing-masingvariabel. 

Berdasarkanhasilanalisis data diketahuibahwanilai t 

hitunguntukmasing-masingvariabelyaituorganisasi, 

danaplikasimempunyai t hitunglebihbesardari t tabel. 

Artinyabahwasecaraparsialorganisasi, 

danaplikasiberpengaruhsignifikanterhadapkualitas pelayanan 

pendidikan SMA/MA di Kota Tanjungpinang.Hanya saja variabel 

interprestasi tidak siginifikan terhadap kualitas pelayanan pendidikan 

SMA/MA di Kota Tanjungpinang. 

4. Berdasarkanhasilujihipotesisanalisis jalur (path analysis) yang 

dilakukandalampenelitianinidapatdisimpulkanbahwakeduahipotesis 

yang dirumuskandapatditerima yang berartivariabelorganisasi, dan 

aplikasimempunyaipengaruh yang 

signifikanbaiklangsungmaupuntidaklangsungterhadapkualitas 

pelayanan pendidikan SMA/MA di Kota 

Tanjungpinangdanketigavariabeltersebutdapatditetapkanmenjadisuatu 

model yang bermaknapadaobyekstudi. 
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5.1.3 Kendala dan hambatan dalam proses pelaksanaan Standar Kompetensi 

Lulusan SMA/MA antara lain disebabkan karena rendahnya tingkat 

kelulusan SMA/MA dikota Tanjungpinang disebabkan karena kurang 

berhasil dalam menerapkan sistem pendidikan yang lebih baik dan 

bermutu, metode belajar yang efektif, serta kualitas belajar yang 

diterapkan kesiswa sesuai standar kompetensi yang telah ditetapkan. 

Dengan demikian amanah Peraturan Daerah tentang 

SistemPenyelenggaraanPendidikan dikota Tanjungpinang belum optimal.  

5.1.4 StrategiperbaikanpelaksanaanStandarKompetensiLulusan SMA/MA 

antaralainyaitumewujudkan profesionalisme guru dalam pembelajaran di 

kelas, sebab dengan profesionalisme guru akan mampu melayani siswa 

dengan baik.Sebab tujuan kebijakan itu untuk menciptakan kemandirian 

guru yang pada gilirannya akan menciptakan profesionalisme, dan 

profesionalisme itu tidak akan terbentuk sebelum guru mendapatkan 

kompetensi melalui pemberdayaan. 

5.2. Saran-saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan peneliti mengajukan saran  

untuk kepentingan akademik dan saran praktis yaitu:  

5.2.1. Bagi aspek keilmuan 

1. Hasil temuan penelitian menunjukkan adanya dukungan terhadap teori 

Jones (1994:164) tentang implementasi kebijakan yang berdimensi 

organisasi, interpretasi, dan aplikasi terhadap peningkatan kualitas 

pelayanan pendidikan SMA/MA.Agar teori Jones dapat direalisasikan 
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sikap tanggap para guru sangat penting menginplementasikan 

kebijakan dengan cara membuat kotak saran di setiap sekolah dan 

setiap surat keluhan yang masuk harus ditindaklanjuti. Meski 

demikian, dalam penelitian ini masih ditemukan faktor lain (epsilon) 

yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan publik. Oleh karena 

itu, diharapkan dilakukan penelitian lanjutan dalam rangka 

memperkaya khasanah ilmu pengetahuan khususnya bidang ilmu 

administrasi publik. 

5.2.2. Bagi aspek guna laksana (praktis) 

1.  Disarankan agar mutu pendidikan di kota Tanjungpinang 

semakinlebih bermutu maka Kepala Sekolah sebaiknya membuat unit 

penjamin mutu di setiap tingkat sekolah dan kepada mereka diberikan 

kewenangan agar kemandirian dan profesionalisme para guru semakin 

lebih bermutu.Atau membuat kebijakan dengan menggratiskan 

pendidikan mulai dari SD sampai SMA/MA bila pendanaan memadai 

sampai pendidikan Diploma 3 mengingat Perguruan Tinggi Negeri 

(PTN) sudah ada di kota Tanjungpinang. 

2. Untuk menciptakan pelayanan pendidikan yang berkualitas musuh 

utamanya adalah KKN. Untuk menanggulanginya diperlukan 

keteladanan dari pimpinan dengan penanam moral agama yang baik 

dan menjadikan norma hukum sebagai fundasi utamanya.  
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PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN STANDAR KOMPETENSI 
LULUSAN  TERHADAP KUALITAS PELAYANAN PENDIDIKAN SMA/MA  

DI KOTA TANJUNGPINANG 
 
 

1. PETUNJUK PENGISIAN : 
a. Kepada Bapak/Ibu/Sdr untuk menjawab seluruh pernyataan yang ada 

dengan cermat, jujur dan sebenarnya. 
b. Berilah tanda checklist (√) pada kolom yang tersedia dan pilih sesuai 

dengan keadaan yang sebenarnya. 
c. Ada empat alternatif jawaban, yaitu : 
 

4 = Sangat Baik 
3 = Baik 

       2 = Kurang Baik 
                   1 = Tidak Baik 

 
2 IDENTITAS RESPONDEN : 

a. Usia   : ……………Tahun 
b. Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan  
c. Pendidikan : ……………………. 
d. Masa Kerja : ……………………. 
  

Alternatif 
Jawaban No Pernyataan Variabel Implementasi Kebijakan (X1) 

4 3 2 1 

I.A. Organisasi (X1.1)  
1 Unit penjaminan mutu penting  di setiap sekolah SMA/MA     
2 Kewenangan harus didelegasikan bagi setiap unit lembaga jaminan 

mutu. 
    

3 Kejelasan standard dan prosedur akan memperlambat pelayanan pen 
didikan 

    

4 Duplikasi pekerjaan dengan unit lain akan memperlancar pekerjaan 
lembaga 

    

5 Struktur organisasi sekolah tidak perlu  sesuai dengan sekolah.     
6 Tupoksi  seorang guru  tidak perlu  jelas yang penting mereka mengajar di 

kelas  
    

7 Penempatan guru perlu disesuaikan dengan bidang ilmu yang diajarkannya     

PETUNJUK  ANGKET 
No Responden: 
.......................... 
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I.B. Interpretasi (X1.2)  
8 Komitmen  kuat untuk meningkatkan kualitas pendidikan sangatlah 

penting 
    

9 Setiap unit lembaga sekolah  tidak perlu  memiliki program yang 
jelas. 

    

10 Para stakeholders perlu menjaga konsistensi kualitas pendidikan.     
11 Sosialisasi kebijakan pendidikan cukup saja disebarluaskan karena melalui 

pertemuan membutuhkan biaya cukup besar.  
    

12 Juknis kebijakan mutu pendidikan  justru mempersulit pemahaman isi 
kebijakan 

    

13 Komitmen mutu adalah segala-galanya.     
I.C. Aplikasi (X1.3)     
14 Prinsip-prinsip pelayanan yang bermutu  tidak begitu penting  

karena yang diutmakan adalah target-targetan kelulusan. 
    

15 Setiap kegiatan pelayanan pendidikan perlu diidentifikasi dengan 
jelas, dan tepat. 

    

16 Melakukan penilaian terhadap keberhasilan pendidikan SMA/MA 
tidak keharusan yang penting banyak lulus. 

    

17 Fungsi pengawasan justru mencari-cari kesalahan perlu 
dihapus/dihilangkan. 

    

18 Pelaksanaan Monev dilakukan secara teratur oleh lembaga independen     
19 Sasaran mutu yang diharapkan sesuai isi kebijakan tidak begitu penting.     
20 Evaluasi mutu perlu dilakukan secara teratur dan berkesinambungan     
II Pernyataan Variabel Kualitas Pelayanan Pendidikan (Y1) 

 
 

II.a. Efisiensi (Y1.1)  
21 Memakai  sarana pendidikan dengan tepat merupakan tangungjawab 

guru saja. 
    

22 Persyaratan media pembelajaran yang dimiliki sekolah disesuaikan 
dengan perkembangan IPTEK. 

    

23 Ketersediaan    tenaga pendidikan yang  belum sesuai   akan menghemat 
biaya pendidikan. 

    

24 Mengutamakan mutu dalam pembelajaran menjadi pemborosan     
25 Media pembelajaran yang tidak optimal  tanpa memperhatikan mutu justru 

pemborosan. 
    

26 Mencegah  permintaan anak didik pindah sekolah lain harus dicegah atau 
tidak diperkenankan dengan alasan apapun. 

    

II.b. Kompetensi (Y1.2)     
27 Guru tidak boleh mengalami kesulitan menjelaskan materi 

pembelajaran karena mereka telah memiliki kemampuan. 
    

28 Selama proses pembelajaran  tidak keharusan menggunakan bahan 
ajar yang penting suasana kelas aman dan tertib. 

    

29 Selesai pembelajaran tidak perlu melakukan evaluasi yang penting 
materi ajar selesai. 

    

30 Guru tidak perlu   memahami mentalitas siswa (anak didik), maupun 
kondisi sosial ekonominya. 

    

31 Guru harus memiliki kemampuan untuk melakukan evaluasi diri     
32 Guru tidak boleh menghadapi kendala ketika membuat materi 

pembelajaran karena mereka telah mendapat dana sertifikasi guru 
    

33 Guru harus memiliki metode pembelajaran yang sesuai dengan kondisi     
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anak didik 
34 Guru tidak boleh   mengalami kendala dalam Penyusunan Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) meskipun tidak dilatih. 
    

II.c. Keadilan (Y1.3)  
35 Guru harus tetap menjaga netralitas dalam pembelajaran kepada 

siswa 
    

36 Perlakukan yang sama kepada murid harus dijaga dan dipertahankan     
37 Jika terjadi ketidak jujuran memberikan penilaian terhadap 

kompetensi siswa guru tidak boleh dihukum karena itu hak guru. 
    

38 Guru harus menjaga keseimbangan dalam pembelajaran antara anak 
didik yang pintar dan bodoh. 

    

39 Perlakaukan  kepada anak pejabat, pengusaha  harus dipelihara 
dengan baik. 

    

40 Jika anak didik bertanya guru harus  memberikan kesempatan yang 
sama kepada setiap siswa. 
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Format Wawancara 
Dengan Orang Tua Siswa, Kepala Sekolah, Tokoh Masyarakat, 

Kepala Dinas Tentang Kualitas Pelayanan Pendidikan SMA/MA  
di Kota Tanjungpinang 

Judul Penelitian PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN  STANDAR  
KOMPETENSI   LULUSAN  TERHADAP KUALITAS  
PELAYANAN  PENDIDIKAN  SMA/MADI KOTA 
TANJUNGPINANG 

Waktu interview  
Tanggal  
Tempat  
Pewawancara NURHAYATI     NIM  : 016082678 
Informan  
Posisi/Status Informan  
Pertanyaan-Pertanyaan 
(terlampir) 
1.................................... 
2................................... 
3................................... 

 

Ucapan terimakasih kepada 
key informan 

 

 
1. Bagaimana menurut Bapak/Ibu tentang kualitas pendidikan SMA/MA 

negeri di Kota Tanjungpinang ini?. 

2. Bagaimana  pendapat Bapak/Ibu bila dibentuk unit penjaminan mutu di 

setiap SMA/MA?. 

3. Bagaimana  pendapat Bapak/Ibu tentang kompetensi atau pendidikan guru 

SMA/MA yang ada saat ini?. 

4. Bagaimana menurut Bapak/Ibu jika guru memberikan pelayanan yang 

istimewa terhadap anak pejabat?.  

5. Bagaimana  pendapat Bapak/Ibu jika guru membuat les di rumahnya sebagai 

tambahan pembelajaran?. 

6. Bagaimana menurut Bapak/Ibu bila guru mengajar tetapi tidak sesuai 

dengan bidang studinya?. 

7. Bagaimana menurut Bapak/Ibu jika anak-anak baru sampai disekolah tetapi  

langsung disuruh pulang karena guru sedang mengadakan rapat?. 

8.  Bagaimana menurut Bapak/Ibu jika gurunya tidak hadir tetapi mereka 

langsung disuruh pulang ke rumah?. 

9. Bagaimana menurut Bapak/Ibu apakah dengan diberikannya dana sertifikasi 

guru, membuat kualitas pendidikan semakin baik di sekolah ini?. 

 

UNIV
ERSITAS TERBUKA

41058.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



 
 

  

LAMPIRAN PROSES TRANSFORMASI DATA ORDINAL ‐INTERVAL 
[DataSet0] D:\Nurhayati-UT\data X1,X2,X3 and Y.sav  

Succesive Detail X1 (Organization) 
Col  Category  Freq  Cum  Density  Z  Scale 

1  1  1  0,014  0,035  ‐2,200  1,000 

  2  30  0,104  0,181  ‐1,258  1,942 

  3  45  0,271  0,331  ‐0,610  2,650 

  4  33  1,000  0,000  0,133  5,256 

2  2  58  0,076  0,144  ‐1,430  1,000 

  3  28  1,000  0,000  ‐0,337  4,897 

  4  23  0,944  0,112  1,593  3,445 

3  2  28  0,271  0,331  ‐0,610  2,650 

  3  33  0,889  0,189  1,221  3,781 

  4  48  1,000  0,000  0,133  5,256 

4  2  23  0,160  0,243  ‐0,996  1,000 

  3  35  0,465  0,397  ‐0,087  2,016 

  4  51  1,000  0,000  0.561  3,999 

5  1  5  0,022  0,088  2,180  1,000 

  2  22  0,257  0,322  ‐0,653  2,371 

  3  24  0,410  0,389  ‐0,228  3,118 

  4  58  1,000  0,000  0,133  5,199 

6  1  2  0,017  0,035  ‐2,200  1,000 

  2  12  0,257  0,322  ‐0,653  2,371 

  3  36  0,410  0,389  ‐0,228  3,118 

  4  59  1,000  0,000  0,389  5,121 

7  1  2  0,018  0,037  ‐2,200  1,000 

  2  37  0,250  0,318  ‐0,674  2,356 

  3  26  0,410  0,389  ‐0,228  3,108 

  4  44  1,000  0,000  1,054  5,520 

Succesive Detail X2 (Interpretation) 

8  1  4  0,069  0,133  ‐1,480  1,788 

  2  21  0,313  0,354  ‐0,489  2,644 

  3  35  0,875  0,206  1,150  3,815 

  4  49  1,000  0,000  0,133  5,199 

9  1  6  0,361  0,375  ‐0,355  2,741 

  2  35  0,944  0,112  1,593  4,002 

  3  31  1,000  0,000  ‐0,337  5,570 

  4  37  0,014  0,035  ‐2,200  1,000 

10  1  8  0,083  0,153  ‐1,383  2,033 

  2  22  0,396  0,385  ‐0,264  3,044 

  3  24  0,951  0,101  1,658  4,298 

  4  55  1,000  0,000  0,389  5,256 
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11  1  2  0,014  0,035  ‐2,200  1,000 

  2  18  0,076  0,144  ‐1,430  1,822 

  3  27  0,361  0,375  ‐0,355  2,741 

  4  62  0,944  0,112  1,593  4,002 

12  1  5  0,063  0,123  ‐1,534  1,751 

  2  18  0,382  0,381  ‐0,300  2,743 

  3  28  0,889  0,189  1,221  3,931 

  4  58  1,000  0,000  0,389  5,256 

13  1  1  0,076  0,144  ‐1,430  1,822 

  2  24  0,361  0,375  ‐0,355  2,741 

  3  38  0,944  0,112  1,593  4,002 

  4  46  1,000  0,000  ‐0,337  5,570 

Succesive Detail X3 (Aplication) 

14  1  6  0,368  0,377  ‐0,337  2,781 

  2  22  0,965  0,077  1,816  4,054 

  3  45  1,000  0,000  0,389  5,763 

  4  36  0,076  0,144  ‐1,430  1,000 

15  2  11  0,944  0,112  1,593  3,445 

  3  39  0,083  0,153  ‐1,383  1,855 

  4  59  0,083  0,153  ‐1,383  2,033 

16  1  29  0,306  0,351  ‐0,508  2,709 

  2  38  0,944  0,112  1,593  3,925 

  3  32  0,014  0,035  ‐2,200  1,000 

  4  10  0,104  0,181  ‐1,258  1,942 

17  1  4  0,014  0,035  ‐2,200  1,000 

  2  81  0,931  0,133  1,480  4,209 

  3  18  0,104  0,181  ‐1,258  1,000 

  4  6  0,375  0,379  ‐0,319  2,003 

18  1  58  0,806  0,275  0,862  2,977 

  2  28  0,382  0,381  ‐0,300  2,033 

  3  23  0,097  0,172  ‐1,298  1,000 

19  2  84  0,889  0,189  1,221  3,781 

  3  1  0,014  0,035  ‐2,200  1,000 

  4  24  0,069  0,133  ‐1,480  1,788 

20  1  64  0,313  0,354  ‐0,489  2,644 

  2  2  1,000  0,000  0,133  5,199 

  3  24  0,014  0,035  ‐2,200  1,000 

  4  19  0,063  0,123  ‐1,534  1,751 

Succesive Detail Y1 (Eficiency) 

21  1  35  0,333  0,364  ‐0,431  1,905 

  2  51  0,840  0,243  0,996  2,913 

  3  8  0,014  0,035  ‐2,200  1,000 
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  4  15  0,076  0,144  ‐1,430  1,822 

22  1  34  0,361  0,375  ‐0,355  2,741 

  2  58  0,944  0,112  1,593  4,002 

  3  8  0,014  0,035  ‐2,200  1,000 

  4  9  0,104  0,181  ‐1,258  1,942 

23  1  33  0,292  0,343  ‐0,549  2,591 

  2  62  0,875  0,206  1,150  3,787 

  3  2  0,014  0,035  ‐2,200  1,000 

  2  12  0,250  0,318  ‐0,674  2,356 

24  3  26  0,410  0,389  ‐0,228  3,108 

  4  83  0,938  0,123  1,534  4,055 

25  1  4  0,014  0,035  ‐2,200  1,000 

  2  6  0,257  0,322  ‐0,653  2,371 

  3  48  0,806  0,275  0,862  2,977 

  4  51  1,000  0,000  0,381  4,151 

26  1  12  0,271  0,331  ‐0,610  2,650 

  2  23  0,889  0,189  1,221  3,781 

  3  28  1,000  0,000  0,133  5,256 

  4  46  0,014  0,035  ‐2,200  1,000 

Succesive Detail Y2 (Competence) 

27  1  10  0,063  0,123  ‐1,534  1,751 

  2  23  0,382  0,381  ‐0,300  2,743 

  3  38  0,889  0,189  1,221  3,931 

  4  38  1,000  0,000  0,389  5,256 

28  1  13  0,250  0,318  ‐0,674  2,356 

  2  19  0,410  0,389  ‐0,228  3,108 

  3  36  0,938  0,123  1,534  4,055 

  4  41  1,000  0,000  1,054  5,520 

29  2  10  0,382  0,381  ‐0,300  2,743 

  3  50  0,889  0,189  1,221  3,931 

  4  49  1,000  0,000  0,389  5,256 

30  1  13  0,014  0,035  ‐2,200  1,000 

  2  22  0,076  0,144  ‐1,430  1,822 

  3  36  0,361  0,375  ‐0,355  2,741 

  4  38  0,944  0,112  1,593  4,002 

31  1  6  1,000  0,000  ‐0,337  5,570 

  2  29  0,014  0,035  ‐2,200  1,000 

  3  34  0,083  0,153  ‐1,383  1,855 

  4  40  0,340  0,367  ‐0,412  2,722 

32  1  1  0,958  0,089  1,732  4,001 

  2  20  0,806  0,275  0,862  2,977 

  3  18  1,000  0,000  0,381  4,151 
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  4  70  0,097  0,172  ‐1,298  1,000 

33  1  4  0,012  0,032  ‐1,200  1,000 

  2  30  0,083  0,153  ‐1,383  1,855 

  3  28  0,340  0,367  ‐0,412  2,722 

  4  47  0,958  0,089  1,732  4,001 

34  2  4  0,012  0,032  ‐1,200  1,000 

  3  33  0,292  0,343  ‐0,549  2,591 

  4  27  0,875  0,206  1,150  3,787 

  1  45  1,000  0,000  0,121  5,211 

Succesive Detail Y3 (Fairness) 

35  1  2  0,007  0,019  ‐2,460  1,000 

  2  6  0,083  0,153  ‐1,383  2,033 

  3  50  0,396  0,385  ‐0,264  3,044 

  4  51  0,951  0,101  1,658  4,298 

36  1  1  0,076  0,144  ‐1,430  1,000 

  2  13  0,444  0,395  ‐0,140  2,196 

  3  25  0,944  0,112  1,593  3,445 

  4  70  1,000  0,000  ‐0,337  4,897 

37  1  11  0,076  0,144  ‐1,430  1,000 

  2  35  0,444  0,395  ‐0,140  2,196 

  3  20  0,944  0,112  1,593  3,445 

  4  43  0,944  0,112  1,593  3,445 

38  2  3  0,931  0,133  1,480  4,209 

  3  31  1,000  0,000  ‐1,258  5,473 

  4  75  0,104  0,181  ‐1,258  1,000 

39  1  2  0,306  0,351  ‐0,508  2,709 

  2  21  0,944  0,112  1,593  3,925 

  3  41  1,000  0,000  0,389  5,570 

  4  45  0,014  0,035  ‐2,200  1,000 

40  1  2  0,840  0,243  0,996  2,913 

  2  23  1,000  0,000  0,381  4,197 

  3  33  0,014  0,035  ‐2,200  1,000 

  4  51  0,160  0,243  ‐0,996  2,128 

41  1  25  0,069  0,133  ‐1,480  1,788 

  2  35  0,313  0,354  ‐0,489  2,644 

  3  25  0,875  0,206  1,150  3,815 

  4  24  1,000  0,000  0,133  5,199 
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Regression Berganda 

 

Variables Entered/Removeda 

Model Variables Entered Variables Removed Method 

1 
Aplikasi, Interprestasi, 

Organisasib 
. Enter 

a. Dependent Variable: Kualitas_Pelayanan 

b. All requested variables entered. 

 

 
Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-Watson 

1 ,827a ,684 ,675 6,23053 1,885

a. Predictors: (Constant), Aplikasi, Interprestasi, Organisasi 

b. Dependent Variable: Kualitas_Pelayanan 

 

 
ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Regression 8806,416 3 2935,472 75,618 ,000b

Residual 4076,054 105 38,820   1 

Total 12882,471 108    

a. Dependent Variable: Kualitas_Pelayanan 

b. Predictors: (Constant), Aplikasi, Interprestasi, Organisasi 

 

 
Coefficientsa 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

Collinearity Statistics Model 

B Std. Error Beta 

t Sig. 

Tolerance VIF 

(Constant) 18,305 3,464  5,284 ,000   

Organisasi 1,066 ,231 ,420 4,617 ,000 ,365 2,740

Interprestasi ,610 ,251 ,210 2,429 ,017 ,403 2,480
1 

Aplikasi ,633 ,172 ,290 3,683 ,000 ,486 2,059
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a. Dependent Variable: Kualitas_Pelayanan 

 

 

 

 

Collinearity Diagnosticsa 

Variance Proportions Model Dimension Eigenvalue Condition 

Index (Constant) Organisasi Interprestasi Aplikasi 

1 3,953 1,000 ,00 ,00 ,00 ,00

2 ,024 12,842 ,86 ,01 ,03 ,22

3 ,015 16,268 ,09 ,05 ,43 ,71
1 

4 ,008 21,861 ,05 ,94 ,54 ,07

a. Dependent Variable: Kualitas_Pelayanan 

 

 
Residuals Statisticsa 

 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value 41,5902 84,2180 69,3660 9,03000 109

Std. Predicted Value -3,076 1,645 ,000 1,000 109

Standard Error of Predicted 

Value 
,607 2,261 1,119 ,418 109

Adjusted Predicted Value 40,0393 83,9507 69,3635 9,05352 109

Residual -20,71440 23,30232 ,00000 6,14339 109

Std. Residual -3,325 3,740 ,000 ,986 109

Stud. Residual -3,504 3,958 ,000 1,016 109

Deleted Residual -23,01518 26,09316 ,00243 6,53175 109

Stud. Deleted Residual -3,712 4,270 ,003 1,048 109

Mahal. Distance ,035 13,230 2,972 3,154 109

Cook's Distance ,000 ,469 ,016 ,059 109

Centered Leverage Value ,000 ,123 ,028 ,029 109

a. Dependent Variable: Kualitas_Pelayanan 

 
Charts 
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Correlations 

Correlations 

 Organisasi Interprestasi Aplikasi Kualitas_Pelayanan

Pearson Correlation 1 ,751** ,689** ,777**

Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,000Organisasi 

N 109 109 109 109

Pearson Correlation ,751** 1 ,648** ,713**

Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,000Interprestasi 

N 109 109 109 109
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Pearson Correlation ,689** ,648** 1 ,716**

Sig. (2-tailed) ,000 ,000  ,000Aplikasi 

N 109 109 109 109

Pearson Correlation ,777** ,713** ,716** 1

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000  Kualitas_Pelayana

n 
N 109 109 109 109

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Regression Path Analysis 
 

Descriptive Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

Kualitas_Pelayanan 69,3660 10,92164 109

Organisasi 23,5958 4,30001 109

Aplikasi 22,8891 5,00690 109

 

 
Correlations 

 Kualitas_Pelayanan Organisasi Aplikasi 

Kualitas_Pelayanan 1,000 ,777 ,716

Organisasi ,777 1,000 ,689Pearson Correlation 

Aplikasi ,716 ,689 1,000

Kualitas_Pelayanan . ,000 ,000

Organisasi ,000 . ,000Sig. (1-tailed) 

Aplikasi ,000 ,000 .

Kualitas_Pelayanan 109 109 109

Organisasi 109 109 109N 

Aplikasi 109 109 109

 

 
Variables Entered/Removeda 

Model Variables Entered Variables Removed Method 

1 Aplikasi, Organisasib . Enter 

a. Dependent Variable: Kualitas_Pelayanan 

b. All requested variables entered. 

 

 
Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-Watson 

1 ,816a ,666 ,660 6,37294 1,935

a. Predictors: (Constant), Aplikasi, Organisasi 

b. Dependent Variable: Kualitas_Pelayanan 
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ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Regression 8577,349 2 4288,674 105,595 ,000b

Residual 4305,122 106 40,614   1 

Total 12882,471 108    

a. Dependent Variable: Kualitas_Pelayanan 

b. Predictors: (Constant), Aplikasi, Organisasi 

 

 
Coefficientsa 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

Collinearity Statistics Model 

B Std. Error Beta 

t Sig. 

Tolerance VIF 

(Constant) 19,829 3,484  5,691 ,000   

Organisasi 1,375 ,197 ,541 6,983 ,000 ,925 1,0061 

Aplikasi ,747 ,169 ,342 4,417 ,000 ,925 1,006

a. Dependent Variable: Kualitas_Pelayanan 

 

 
Collinearity Diagnosticsa 

Variance Proportions Model Dimension Eigenvalue Condition Index 

(Constant) Organisasi Aplikasi 

1 2,966 1,000 ,00 ,00 ,00

2 ,023 11,290 ,78 ,01 ,401 

3 ,011 16,446 ,22 ,98 ,60

a. Dependent Variable: Kualitas_Pelayanan 
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Residuals Statisticsa 

 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value 41,7653 83,9659 69,3660 8,91178 109

Std. Predicted Value -3,097 1,638 ,000 1,000 109

Standard Error of Predicted 

Value 
,613 2,266 ,988 ,377 109

Adjusted Predicted Value 40,2374 83,6915 69,3568 8,94005 109

Residual -19,17005 22,32861 ,00000 6,31366 109

Std. Residual -3,008 3,504 ,000 ,991 109

Stud. Residual -3,153 3,699 ,001 1,015 109

Deleted Residual -21,05573 24,88749 ,00916 6,63780 109

Stud. Deleted Residual -3,296 3,945 ,002 1,041 109

Mahal. Distance ,008 12,659 1,982 2,648 109

Cook's Distance ,000 ,523 ,018 ,064 109

Centered Leverage Value ,000 ,117 ,018 ,025 109

a. Dependent Variable: Kualitas_Pelayanan 

 

 
 
Charts 
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LAMPIRAN HASIL PERHITUNGAN VALIDITAS DAN RELIABILITAS 
 
Correlations 
 
[DataSet1] D:\Nurhayati\data X.sav 

 
Correlationsa 

  X1,X2,X3 
Pearson Correlation X1,X2,X3 Sig. (1-tailed) 1 

Pearson Correlation .783 1 Sig. (1-tailed) .000 
Pearson Correlation .711 2 Sig. (1-tailed) .000 
Pearson Correlation .602 3 Sig. (1-tailed) .000 
Pearson Correlation .689 4 Sig. (1-tailed) .000 
Pearson Correlation .711 5 Sig. (1-tailed) .000 
Pearson Correlation .602 6 Sig. (1-tailed) .000 
Pearson Correlation .689 7 Sig. (1-tailed) .000 
Pearson Correlation .751 8 Sig. (1-tailed) .000 
Pearson Correlation .831 9 Sig. (1-tailed) .000 
Pearson Correlation .873 10 Sig. (1-tailed) .000 
Pearson Correlation .687 11 Sig. (1-tailed) .000 
Pearson Correlation .823 12 Sig. (1-tailed) .000 
Pearson Correlation .853 13 Sig. (1-tailed) .000 
Pearson Correlation .790 14 Sig. (1-tailed) .000 
Pearson Correlation .779 15 Sig. (1-tailed) .000 
Pearson Correlation .919 16 Sig. (1-tailed) .000 
Pearson Correlation .822 17 Sig. (1-tailed) .000 
Pearson Correlation .677 18 Sig. (1-tailed) .000 
Pearson Correlation .655 19 Sig. (1-tailed) .000 
Pearson Correlation .703 20 Sig. (1-tailed) .000 
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Reliability 
 
  
[DataSet0]  
 
 
 
Scale: ALL VARIABLES 
 
 
 

Case Processing Summary 

 N % 
Valid 109 100.0 
Excludeda 0 .0 

Cases 

Total 109 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 
 

Reliability Statistics 
Value .911 Cronbach's Alpha  Part 1 
N of Items 20a 

  Sample test 30 

Correlation Between Forms  .835 
Equal Length .799 
 .719 
 .728 

Spearman-Brown Coefficient  

Unequal Length .924 
Guttman Split-Half Coefficient 
 

 .924 

a. The items are: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 16, 17, 18, 19, 20 
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Correlations 
 
[DataSet1] D:\Nurhayati\data y.sav 
 

Correlationsa 
  Y1,Y2,Y3 

Pearson Correlation 1 Y1,Y2,Y3 Sig. (1-tailed)  
Pearson Correlation .657 21 Sig. (1-tailed) .000 
Pearson Correlation .844 22 Sig. (1-tailed) .000 
Pearson Correlation .646 23 Sig. (1-tailed) .000 
Pearson Correlation .641 24 Sig. (1-tailed) .000 
Pearson Correlation .791 25 Sig. (1-tailed) .000 
Pearson Correlation .784 26 Sig. (1-tailed) .000 
Pearson Correlation .714 27 Sig. (1-tailed) .000 
Pearson Correlation .677 28 Sig. (1-tailed) .000 
Pearson Correlation .707 29 Sig. (1-tailed) .000 
Pearson Correlation .657 30 Sig. (1-tailed) .000 
Pearson Correlation .844 31 Sig. (1-tailed) .000 
Pearson Correlation .646 32 Sig. (1-tailed) .000 
Pearson Correlation .641 33 Sig. (1-tailed) .000 
Pearson Correlation .791 34 Sig. (1-tailed) .000 
Pearson Correlation .784 35 Sig. (1-tailed) .000 
Pearson Correlation .677 36 Sig. (1-tailed) .000 
Pearson Correlation .707 37 Sig. (1-tailed) .000 
Pearson Correlation .657 38 Sig. (1-tailed) .000 
Pearson Correlation .844 39 Sig. (1-tailed) .000 
Pearson Correlation .646 40 Sig. (1-tailed) .000 
Pearson Correlation .641 41 Sig. (1-tailed) .000 

 
 
 
 
 

UNIV
ERSITAS TERBUKA

41058.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



 

 

 
Reliability 
 
 
[DataSet1] D:\Nurhayati-UT\data y.sav 
 
 
Scale: ALL VARIABLES 
 
 
 

Case Processing Summary 

 N % 
Valid 109 100.0
Excludeda 0 .0

Cases 

Total 109 100.0
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 
 

Reliability Statistics 
Value .892Cronbach's Alpha Part 1 
N of Items 21b

 Sample test 30

Correlation Between Forms  .916
Equal Length .813
 .861
 .829

Spearman-Brown Coefficient 

Unequal Length .921
Guttman Split-Half Coefficient  .921
a. The items are: 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. 36, 37, 38, 39, 40,41 
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